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Pendidikan merupakan pilar yang sangat fundamental bagi peningkatan 
daya saing suatu bangsa. Salah satu langkah yang dimaksud adalah dengan 
disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang mengatur pengelolaan pendidikan berdasarkan tingkat 
Pemerintahan, yaitu Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah No. 16 tahun 2012 memperkuat kebijakan 
penyelenggaran pendidikan melalui program BOPDA yang diselenggarakan 
Pemerintah Kota Surabaya diambil dari APBD. Undang-undang no. 23 tahun 
2014 terbit yang menyebutkan sekolah jenjang menengah dialihkan 
kewenangannya ke Pemerintah Provinsi yang menyebabkan berhentinya dana 
BOPDA bagi SMA/SMK. Dengan gambaran umum program BOPDA, dampak 
langsung dan tidak langsung, dan perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif di Kota Surabaya dengan Situs Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, SMA 16, SMA 10, SMK 1, SMK 3 Kota Surabaya dan Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sumber data berasal dari data primer dan data 
skunder dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Serta instrument yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan 
pedoman lainnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis data model 
Spradley.  
Pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi membuat 
Pemerintah Surabaya tidak bisa mendanai siswa SMA/SMK di Surabaya. Siswa 
SMA/SMK sangat keberatan jika harus membayar SPP kembali, besarnya biaya 
SPP yang membuat siswa SMA/SMK terbebani. Para wali murid beranggapan 
besarnya biaya SPP harus membuat mereka bekerja lebih ekstra. Tidak hanya 
siswa dan wali murid yang menyesalakan berhentinya program BOPDA, beberapa 
sekolah SMA juga merasakan dampaknya. Pendapatan SMA menjadi berkurang 
dan beban semakin naik.  
 
 


























 Renaldo Akbar Paradi, 2018. Impact of Policy Stoppage of Regional 
Education Operational Support Program (BOPDA) For Senior High School / 
Vocational High School (Case Study After Transfer of BOPDA Fund from 
Surabaya City Government to East Java Province). Promotor: Dr. Ainul 
Hayat, M.Si. Co-Promotor: Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP, 142 pages + xv.  
 
Education is a pillar that is fundamental to the competitiveness of the 
nation. One such step is the illegitimacy No. 20/2003 about National Education 
System that regulates Education, Government, Central Government, and Regency 
/ City Government. Local Regulation no. 16 of 2012 strengthens the policy of 
education delivery through BOPDA program organized by the Government of 
Surabaya City taken from APBD. illegitimacy No. 23/2014 which states that 
middle schools transferred their authority to the Provincial Government causing 
the cessation of BOPDA funds for Senior High School / Vocational High School. 
With an overview of the BOPDA program, the direct and indirect impacts, and the 
planning of the East Java Provincial Education Office. 
Method of research was descriptive with qualitative approach in Surabaya 
City. The site of research was the Surabaya city education office, senior high 
school 10 Surabaya, senior high school 16 Surabaya, vocational high school 1 
Surabaya, vocational high school 3 Surabaya, and East Java education office. 
Source of data included primary and secondary, and these data were collected 
through interview, observation and documentation. Research instrument was the 
author, manual of interview, and other guidance. This research used a model of 
Spradley. 
The transfer of authority of Senior Highr School/Vocational High School 
to the Provincial Government made the Government of Surabaya unable to 
payment of student Senior High School/Vocational High School students in 
Surabaya. Senior High School / Vocational High School students are very 
reluctant if they have to pay of school is back, the amount of tuition fees that 
make high school / vocational students object. The guardian of the students 
assume the cost of operational school should make them extra work. Not only 
students and guardians who regret the cessation of BOPDA programs, some 
Senior High School feel the impact too. Income Senior High School from student 
becomes reduced and the burden of increasing. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan di Indonesia saat ini telah memperlihatkan berbagai perubahan 
dan pembenahan pada setiap permasalahan yang terjadi. Pada era globalisasi saat ini, 
pendidikan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder bagi masyarakat. Masyarakat 
sudah memulai memandang pendidikan sebagai sebuah kebutuhan primer. Sebuah 
bangsa yang maju akan di jadikan pendidikan sebagai prioritas kebutuhan yang wajib 
untuk disediakan secara merata bagi penduduknya. Pendidikan merupakan pilar yang 
sangat fundamental bagi peningkatan daya saing suatu bangsa, karena pendidikan 
memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Persaingan global dan persaingan ekonomi di daerah asia tenggara yang terjadi, 
memaksa bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan dan meningkatkan potensi 
sumber daya manusianya.  
 Pentingnya arti sebuah pendidikan bagi Negara Indonesia terlihat pada amanat 
Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu, 
untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam melaksanakan amanat UUD 





















menjamin pembangunan pendidikan. Komitmen Pemerintah dalam menjamin 
pembangunan pendidikan yang bermutu ini sangatlah penting untuk meningkatkan 
pendidikan yang merupakan kebutuhan utama dan mewujudkan masyarakat sejahtera. 
Menurut Ahmadi (2015:207) pembangunan bukan hanya merupakan 
persoalan angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus dipandang dalam istilah 
yang lebih luas dan mencakup pemenuhan setiap dimensi material, spiritual, 
individual, dan social masing – masing orang. Pembangunan manusia merupakan 
suatu proses memperluas pilihan masyarakat. Ada tiga kawasan penting bagi 
masyarakat, yakni memperpanjang kehidupan yang sehat, memperoleh pengetahuan, 
dan memiliki akses terhadap sumber yang dibutuhkan untuk standar kehidupan yang 
layak. 
 Usaha Pemerintah membangun pelayanan pendidikan juga terlihat melalui 
langkah–langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat perundang–undangannya. 
Langkah–langkah itu dilakukan seiring dengan perubahan tatanan politik 
Pemerintahan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Salah satu langkah 
yang dimaksud adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pengelolaan pendidikan 
berdasarkan tingkat Pemerintahan, yaitu Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang 
“Wajib Belajar” dalam pasal 9 ayat 1 telah menyebutkan bahwa “Pemerintah dan 
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 





















jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari Pemerintah 
Daerah dan masyarakat”. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi 
seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan 
pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik 
tidak terbebani oleh biaya pendidikan. (Sumber: : www.kemenag.go.id) 
 Tekad untuk membangun pendidkan tersebut dihadapkan pada berbagai 
masalah, sehingga jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk 
mendapatkan dan mengikuti pendidikan masih belum memadai. Secara umum, saat 
ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, seperti :  
1. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, antara lain karena kurikulum 
yang tidak terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan 
kualitas tenaga pengajar, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. 
2. Rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik antar 
wilayah, antar tingkat pendapatan penduduk, maupun antar gender. 
Mencapai tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia. pemerintah di 
Indonesia telah meluncurkan suatu program dalam bidang pendidikan yaitu dengan 
memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada semua siswa-siswi baik 
anak orang mampu atau anak orang tidak  mampu. Dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat terhadap dunia pendidikan, maka pemerintah Indonesia  telah berupaya 
menyediakan biaya gratis bagi pendidikan yaitu melalui penyediaan dana Bantuan 





















meringankan biaya sekolah bagi para siswa - siswi di Indonesia. Program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) ini muncul sejak bulan Juli 2005. Dana BOS ini 
diberikan untuk tercapainya program wajib belajar 9 tahun.  
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 
penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar 
sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 
Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk 
bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, 
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 
konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan 
personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Program Bantuan 
Operasional Sekolah bertujuan  untuk meringankan beban masyarakat terhadap 
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Program 
BOS diharapkan juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar 
pelayanan minimal di sekolah. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan 
SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan 
mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta 
didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah 
peserta didik. Pemberian dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban 
perekonomian masyarkat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya 
dan mengurangi angka putus sekolah di Surabaya. Begitu pentingnya pendidikan bagi 





















adilnya dan tepat pada sasarannya. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 
bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember. 
(Dilansir : www.bos.kemdikbud.go.id). 
Menurut Ahmadi (2015:41) pendidikan yang berproses dalam latar yang 
berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Perbedaan tujuan pendidikan di bergagai 
Negara atau bangsa antara lain adalah latar social-budaya (termasuk filsafat negara 
dan peradaban masyarakat setempat), sistem politik yang berkembang, dan potensi 
alam masing–masing Negara atau wilayah. Setiap Negara tujuan pendidikannya tidak 
seragam, tetapi sesuai dengan persoalannya, kebutuhan dan tuntutan, dan cita – cita 
setiap Negara atau masyarakat bersangkutan. Sebuah Negara pun, tujuan dan fungsi 
pendidikan dapat berbeda antar kelompok atau antar daerah. Antara ahli satu dan ahli 
yang lain mungkin juga memiliki konsep pendidikan yang berbeda. Namun demikian, 
ada juga unsur-unsur kesamaannya. UNESCO mengemukakan pendidikan untuk 
semua tujuan (education for all goals). Pada tahun 2015 ada enam tujuan pendidikan 
yang disepakati secara international untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, 
remaja, dan orang dewasa :  
Tujuan 1 : Memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia 
dini yang komprehensif, terutama bagi anak – anak yang paling rentan 
dan kurang beruntung. 
Tujuan 2 : Memastikan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khusunya anak 
perempuan, anak–anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk 
etnik minoritas, memiliki akses ke pendidikan dasar lengkap, gratis, 
dan wajib dengan kualitas yang baik. 
Tujuan 3 : Memastikan kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa 
terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran yang tepat 





















Tujuan 4 : Mencapai 50 persen perbaikan dalam tingkat keaksaraan dewasa 
menjelang tahun 2015 terutama bagi perempuan, dan akses yang adil 
pada pendidikan dasar berkelanjutan bagi semua orang dewasa. 
Tujuan 5 : Menghapus disparatis gender dalam pendidikan dasar dan menengah 
pada 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada 
2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan 
sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik. 
Tujuan 6 : Meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan memastikan 
keunggulan semua sehingga hasil pembeajaran yang diakui dan terukur 
dicapai oleh semua, terutama dalam keaksaraan, berhitung dan 
keterampilan hidup yang penting. 
 
Tujuan dalam mengembangkan pendidikan memang berbeda-beda dari setiap 
wilayah dalam masing-masing Negara, sesuai dengan kebutuhan anak didik dan 
tenaga pengajar yang ada dalam sebuah institusi pendidikan. Ungkapan diatas juga 
menyebutkan, terdapat 6(enam) tujuan yang disepakati secara internasional oleh 
UNESCO untuk meningkatkan semua aspek pendidikan dan mensetarakan gender 
dalam pendidikan pada setiap Negara. 
Terlaksananya program BOS di Pemerintah Indonesia. Daerah-daerah 
mempunyai inovasi untuk memberikan bantuan dana dari keuangan APBD untuk 
kepentingan pendidikan yang berada di daerahnya. Pemerintah kota Surabaya telah 
memberikan dana bantuan untuk warga asli Surabaya agar mereka bisa 
menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya. pemerintah kota Surabaya  
mempunyai cara lain untuk mencerdaskan tingkat pendidikan masyarakatnya. 
Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Daerah setempat telah meluncurkan 
program Bantuan Operasional  Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk sekolah negeri 
dan swasta. Dana BOPDA merupakan dana yang di-cover oleh APBD. Kadispendik 





















“satu program pendidikan di surabaya yang telah berhasil dikembangkan 
yakni pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD 
hingga SMA. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui 
anggaran pendidikan yang mencapai hampir 32 % dari APBD kota Surabaya”. 
(Dilansir: dispendik.surabaya.go.id 23 Oktober 2015) 
 
Program ini ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar sampai tingkat 
pendidikan menengah ke atas. Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa 
SD sebesar Rp. 29.000,/siswa/bulan, siswa SMP Rp. 80.426/siswa/bulan dan siswa 
SMA/SMK Rp 152.000/siswa/bulan. (Dilansir: dispendik.surabaya.go.id 23 Oktober 
2015). Kebijakan ini semakin diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 16 dan Peraturan Walikota 
(Perwali) Nomor 47 Tahun 2013 pasal 16 ayat 1 menyatakan "pemerintah daerah 
menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah". Pada ayat 2 dinyatakan "satuan pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah dilarang memungut biaya operasional kepada 
peserta didik, orang tua dan walinya". Program Pendidikan Menengah yang 
menjamin sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri bisa gratis adalah adanya anggaran 
kegiatan fasilitasi pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA).  BOPDA tidak hanya diberikan ke sekolah negeri, namun juga ke sekolah 
swasta sehingga bisa membantu biaya operasional sekolah swasta.  
Anggaran BOPDA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasar 
Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, kenaikan anggaran 
BOPDA mencapai Rp. 275 Miliar. Yakni dari Rp. 438 Miliar menjadi Rp. 713 Miliar. 





















Januari 2017 kenaikan BOPDA hanya berlaku enam bulan untuk jenjang SMA/SMK. 
Sebab kewenangan SMA/SMK pindah ke Pemerintah Provinsi JATIM. (Dilansir: 
pressreader.com 6 September 2106).  
Pemberhentian dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi 
siswa SMA/SMK memunculkan isu baru yang ada di masyarakat Surabaya. Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 15 ayat 1 dan 2 menguatkan bahwa dana 
bantuan pendidikan untuk jenjang SMA/SMK diserahkan penuh kepada Pemerintah 
Provinsi, bahwa dana bantuan untuk jenjang menengah atas ditiadakan.  
Pemerintah provinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah 
akan mengambil alih kewenangan mengelola sekolah menengah. Soekarwo Gubernur 
Jawa Timur mengatakan :  
Amanat undang-undang bukan sekolah gratis namun bagaimana menciptakan 
sekolah lebih berkualitas. "Ya ndak gratis lagi, memang tidak gratis. Kan 
pendidikan itu equality (kebersamaan) antar daerah. Harus rata semua daerah 
tidak hanya Surabaya tapi merata di semuanya," (Dilansir: suarasurabaya.net 
28 Maret 2016) 
 
Kekhawatiran sebagian besar wali murid siswa jenjang SMA/SMK semakin 
dirasakan, dimana kebijakan Pemerintah Kota yang mengucurkan dana Bantuan 
Operasional Pendidikan Daerah bagi siswa SMA/SMK sudah dirasakan manfaatnya 
tidak dapat berlanjut untuk kedepannya. Pihak sekolah dan wali murid tampaknya 
masih resah. Mereka khawatir pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah juga 
berdampak pada program-program yang selama ini berjalan. Berbagai pihak sekolah 





















dirugikan jika Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) diberhentikan. 
Dilansir laman berita online  Kepala Sekolah SMK Rajasa Yudhin Bayo Sili : 
“Kalau BOPDA benar-benar dihapus, maka hal itu bertentangan dengan 
undang-undang lainnya, yakni UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Di situ dijelaskan bahwa komponen pendanaan pendidikan mulai 
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi tolong jangan 
menghilangkan domain pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota dalam 
mendukung terciptanya system pendidikan berkualitas,” (Dilansir: bangsaonli
ne.com 4 Oktober 2015) 
 
 Keluhan yang dirasakan pihak sekolah dengan terkait program yang sudah 
disusun sekolah. Pihak orang tua wali murid juga merasakan dampak dari 
pemberhentian dana BOPDA tersebut. Menurut Kuswinarti wali murid siswa SMAN 
16 Surabaya : 
“Selama ini saya hanya menyuplai uang saku harian untuk anak saya. Kalau 
nanti sekolah bayar, tentu akan ada biaya ekstra yang perlu disiapkan. Sayang 
sekali, seharusnya uang itu bisa untuk keperluan yang lain,” (Dilansir: 
bangsaonline.com 4 Oktober 2015) 
 
Rencana pengalihan SMA/SMK di bawah kendali dan wewenang provinsi 
secara penuh ini, sejak awal telah mendapat tentangan dari Tri Rismaharini Wali Kota 
Surabaya. Wali Kota Surabaya tetap berharap pengelolaan SMA/SMK tetap di tangan 
Pemerintah Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan : 
“Langkah yang saya lakukan adalah legal formal. Kami sudah mengirim surat 
ke Presiden. Saya sangat yakin, banyak sekali (masalah yang akan 
muncul,red). Apa ada jaminan, kalau kami memberi (bantuan kepada siswa 
Surabaya) kemudian sekolah tidak meminta? Karena kalau begini ini (bantuan 
kepada siswa,red) kan under control pemerintah kota. Apa ada jaminan tidak 






















 kekhawatiran yang ditimbulkan pemerintah kota Surabaya adalah jika kendali 
SMA/SMK dipegang Provinsi, kemungkinan akan menyebabkan banyak sekali 
masalah yang disebabkan Pemerintah Kota tidak bisa langsung mengontrol sekolah 
SMA/SMK. Pemerintah Provinsi tidak ada jaminan bahwa sekolah SMA/SMK tidak 
melakukan pungutan terhadap siswa maupun wali murid siswa. 
Kegigihan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperjuangkan Bantuan 
Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi siswa SMA dan SMK, sebenarnya 
bukan hanya melakukan lobby ke pemerintah provinsi saja. Pemerintah Kota 
Surabaya melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi atas muncul Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014 . Pengajuan gugatan tersebut, hingga kini belum juga direspon. 
(Dilansir: d-onenews.com 4 Januari 2017)  
 Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan dana BOPDA merupakan 
masalah dan polemik yang muncul di masyarakat yang layak diteliti untuk 
mengetahui seberapa besar dampak pemberhentian dana Bantuan Operasional 
Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi siswa SMA/SMK. Maka dari itu, peneliti 
berupaya mendeskripsikan dampak langsung dan dampak tidak langsung. Maka dari 
itu, peniliti mengambil judul “DAMPAK PEMBERHENTIAN PROGRAM 
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) BAGI  
SMA/SMK (Studi Kasus Pasca Pengalihan Dana BOPDA dari Pemerintah Kota 





















B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah gambaran umum program Bantuan Operasional Pendidikan 
Daerah di Surabaya sebelumnya ? 
2. Bagaimanakah dampak pemberhentian program Bantuan Operasional 
Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK di Surabaya setelah dialihkan 
ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur ? 
3. Bagaimanakah perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setelah 
terjadi pemberhentian program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA) bagi SMA/SMK di Surabaya ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisa mengenai : 
1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis gambaran umum program 
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah di Surabaya selama ini. 
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak pemberhentian 
program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK 





















3. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perencanaan Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur setelah terjadi pemberhentian program 
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK di 
Surabaya. 
D. Manfaat Penelitian  
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dibidang kebijakan publik untuk mengkaji dan 
menganalisis dampak pemberhentian program Bantuan Operasional 
Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK di Surabaya. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah derah Kota Surabaya, 
dinas terkait, termasuk sekolah dalam mengetahui faktor – faktor apa saja 
yang dapat menimbulkan dampak pemberhentian program Bantuan 
























E. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar dikemukakan dalam penulisan proposal skripsi dapat 
dilihat dari sitematika penulisan yang merupakan susunan penulisan keseluruhan 
secara singkat. Sistematika proposal ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan urutan sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini pendahuluan merupakan bagian awal dari proposal skripsi yang 
berisikan latar belakang yang mengumakakan permasalahan yang berkaitan 
dengan judul yang dipilih peniliti, kemudian rumusan masalah yang berupa 
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan latar belakang, tujuan yang ingin dicapai, 
kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan isi dari 
proposal skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menguraikan landasan teori atau pendapat-pendapat para ahli yang 
berhubungan dengan topic penelitian sebagai arahan yang digunakan dalam 
penelitian. Maka referensi yang digunakan yaitu mengenai Administrasi 
Publik, Administrasi Pendidikan, Kebijakan Publik (Dampak dan 

























BAB III : METODE PENELITIAN 
Metode penelitian membahas tentang metode penelitian proposal skripsi, 
yaitu tntang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian 
diperoleh dalam mengambil data yang termuat dalam jenis penelitian, 
dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
jenis deskriptif. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan penyajian data dan analisis serta interpretasi data. 
Penyajian data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemudian, data-
data tersebut dianalisis sesuai tujuan penelitian serta masalah yang 
dihadapi. Hasil analisis diinterpretasikan dan dibuat ke dalam pemecahan 
masalah.  
BAB V  : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah di analisis serta saran 


























A. Administrasi Publik 
Menurut Siagian (2014:3) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama 
antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas raionalitas tertentu untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Makna kata publik menurut 
Sinambela (2006:5) berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, 
masyarakat, dan Negara. Istilah kata public menurut Inu Kencana dalam Sinambela 
(2006:5), mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik 
berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Public adalah manusia atau 
masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam pemikiran berdasarkan peraturan-
peraturan. 
Istilah administrasi publik menurut Keban (2008:9) adalah istilah yang paling 
sering digunakan dalam konteks pemerintahan dan memiliki ruang lingkup yang luas 
mencakup organisasi publik, manajemen publik dan implementasi. Organisasi pada 
prinsipnya adalah berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku dari 
birokrasi. Manajemen publik sendiri berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen. 
Serta implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan 
implementasinya, hal ini berasumsi bahwa administrasi adalah suatu kegiatan antar 





















menurut Dwight Waldo dalam Zauhar (2006:31) adalah public administration is the 
organization and management of man and materials to achive the purpose of 
government, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka 
administrasi publik memiliki arti manajemen dan organisasi dari manusia-manusia 
dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik pada awal 
pertumbuhannya, didefinisikan untuk menekan bahwa keberadaan administrasi publik 
diarahkan untuk melayani publik.  
Definisi administrasi publik di atas memiliki tujuan yang sama yaitu melayani 
kegiatan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi tujuan pemerintah 
yang sudah dirancang dalam bidang apapun contohnya bidang pembangunan, sosial, 
pendidikan, dll. Bidang dalam administrasi  yang disebutkan memiliki tujuan yang 
berbeda-beda, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dunia pendidikan 
memiliki target untuk membangun pendidikan di Indonesia, contohnya dengan dana 
BOS targetnya adalah siswa dan sekolah. Ketepatan sasaran dalam mengimplemntasi 
program juga sangat diperhatikan dalam setiap admnistrasi.  
 
B. Administrasi Pendidikan 
Menurut Ngalim (2014:3) administrasi pendidikan ialah segenap proses 
pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun 
material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, di dalam 
proses administrasi pendidikan segenap usaha orang – orang yang terlibat di dalam 





















secara efektif, dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan 
secara efisien. Sedangkan pendidikan, baik diartikan sebagai proses maupun sebagai 
produk, adalah perseorangan. Anak didik sendirilah yang harus membuat perubahan 
di dalam dirinya sesuai dengan yang dikehendakinya. Proses pendidikan terjadi di 
dalam diri individu, dan produk pendidikan menyatakan diri di dalam tingkah 
lakunya. Demikianlah pendidikan tidak sama dengan administrasi pendidikan. 
 Menurut buku Kurikulum, Usaha-usaha Perbaikan dalam Bidang Pendidikan 
dan Administrasi Pendidikan dari Departemen P dan K dalam Ngalim (2014:4), 
terdapat rumusan tentang administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, 
kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi : perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan 
pembiayaan. Beberapa bidang di atas mampu untuk mencapai tujuan pendidikan 
secara efektif maupun efisien. 
 Menurut Good Carter dalam Ngalim (2014:4) administrasi pendidikan adalah 
segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga 
pendidik sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Hampir sama yang 
dikemukakan Good Carter, Stephen G. Knezevich dalam bukunya Administration Of 
Public Education (1962) mengemukakan administrasi pendidikan adalah suatu proses 
yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi dan penyatuan tenaga-
tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan 





















 Dari beberapa definisi administrasi yang telah dikemukakan di atas ternyata 
bahwa dalam setiap kegiatan administrasi terdapat beberapa unsur yang terkait satu 
sama lain. Beberapa unsur poko di dalam administrasi yang dimaksud ialah : 
a. Adanya sekelompok manusia. 
b. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. 
c. Adanya tugas/fungsi yang harus dilaksanakan (kegiatan kerja sama). 
d. Adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 
Ngalim (2014:5) memberikan pengertian yang jelas tentang apa sebenarnya 
administrasi pendidikan itu. Penekanan dalam administrasi pendidikan yang 
dikemukakan adalah sebagi berikut : 
1. Bahwa administrasi pendidikan itu bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan 
“tata usaha” atau clerical work, seperti yang dilakukan di kantor-kantor 
tata usaha sekolah ataupun kantor-kantor Inspeksi (Kabin) Pendidikan, 
dan sebagainya. 
2. Bahwa administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas, 
yang meliputi antara lain kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pengawasan, dan sebagainya, yang menyangkut bidang-
bidang materiel, personel, dan spiritual dalam bidang pendidikan pada 
umumnya, dan khususnya pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-
sekolah. 
3. Bahwa administrasi pendidikan itu merupakan proses keseluruhan dan 
kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang 
terlibat di dalam tugas-tugas pendidikan. Sebagian besar tugas dari 
administrasi pendidikan harus diketahui bukan hanya oleh kepala sekolah 
tau pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, tetapi juga harus diketahui 
dan dijalankan oleh para guru dan pegawai-pegawai sekolah sesuai dengan 
fungsi jabatannya masing-masing. 
 
Kegiatan administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang meliputi banyak 
bidang antara lain perencanaan dan pengawasan. Mencapai tujuan bersama dalam 





















tujuan bersama, serta perlu adanya pengawasan untuk memonitor pekerjaan dari 
keterlibatan seluruh elemen administrasi pendidikan agar mengetahui baik atau 
tidaknya perangkat di dalam administrasi pendidikan. Administrai pendidikan 
disebutkan bahwa harus ada perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, koordinasi, 
dan pembiayaan. Hakekatnya pendidikan di Indonesia memiliki jenis dan tingkatan  
sesuai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dapat 
dilembagakan.  
 
1. Kelembagaan Pendidikan 
Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional mengenai jalur dan jenjang pendidikan di Indonesia : 
a. Jalur Pendidikan  
Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan 
tujuan pendidikan. 
1) Pendidikan Formal  
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
2) Pendidikan Non-formal 
  Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal 





















berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam 
rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi 
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
professional. 
 Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 
anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan/pemberdayaan perempuan, 
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mngembangkan kemampuan 
peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga jursus, lembaga 
pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, 
serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi 
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, 
dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha 
mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
 Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai serta dengan hasil program 
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang 
ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar 
nasional pendidikan. 
3) Pendidikan Informal 
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 





















berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal dapat diakui 
sama dengan pendidikan formal dan non-formal. 
b. Jenjang Pendidikan  
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 
tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan 
Menengah, dan Pendidikan Tinggi. 
1).   Pendidikan Dasar 
Menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 pada BAB VI pasal 17 
menjelaskan mengenai pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang 
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar 
berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 
sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 
atau bentuk lain yang sederajat.  
2).   Pendidikan Menengah 
 Menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 pada BAB VI pasal 18 
menjelaskan mengenai pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan 
lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 
umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 






















3).   Pendidikan Tinggi 
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 pada BAB VI pasal 19 
menjelaskan mengenai pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang 
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 
diploma, sarjan, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. 
 Sistem kelembagaan pendidikan yang ada di Indonesia memiliki berbagai 
jenjang yang dapat ditempuh setiap masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak harus 
memilih pendidikan formal untuk menuntut ilmu, pendidikan non formal dan 
informal dapat juga digunakan untuk meretas buta pendidikan di Indonesia. 
Kelembagaan pendidikan di Indonesia juga terdapat pembiayaan pendidikan pada 
satuan institusi untuk keberlangsungan pendidikan itu sendiri. 
 
2. Pembiayaan Pendidikan 
Biaya pendidikan memegang peran yang penting didalam keberlangsungan 
hidup dunia pendidikan. Pentingnya biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya 
memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka 
pencapaian tujuan. Mulyono (2010:15) mendefinisikan biaya sebagai jumlah uang 
yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk 
terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-





















mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan 
satu sama lain yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. 
Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh 
sekolah, baik rutin maupun insidental, yang diterima dari berbagai sumber resmi, 
sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun 
untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.  Belanja sekolah sangat 
ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsinya bervariasi diantara 
sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari waktu ke waktu. Menurut 
Nanang Fattah dalam Mulyono (2010:23) mengatakan bahwa biaya pendidikan 
meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya 
langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan 
pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pemberian alat-alat pelajaran, sarana 
belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang 
tua,  maupun siswa sendiri. Adapun  biaya tidak langsung berupa keuntungan yang 
hilang (earning forgon) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity 
cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. 
Kategori yang kedua adalah biaya pribadi (private cost)  dan biaya  sosial 
(social cost). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau 
dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household expenditure).  Biaya sosial adalah 
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah 
maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan 





















termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan bukan 
uang (non monetary cost). 
Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 jenis, (Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2008 pasal 3) yaitu:  
a.  Biaya satuan pendidikan  
b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan  
c.  Biaya pribadi peserta didik  
Biaya satuan pendidikan, (Peraturan Pemerintah Nomor  48 Tahun 2008) terdiri dari:  
a.  Biaya Investasi, yang terdiri dari atas:  
1)  Biaya investasi lahan pendidikan  
2)  Biaya investasi selain lahan pendidikan 
b. Biaya operasi yang terdiri atas:  
1)  Biaya personalia  
2)  Biaya nonpersonalia  
c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta 
didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.  
d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik 
yang berprestasi. 
Biaya personalia dan biaya nonpersonalia, (Depdiknas, 2010: 4) dijelaskan sebagai 
berikut:  
a. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 





















b. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis 
pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 
sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll.  
Pembiayaan pendidikan di Indonesia dikelola oleh lembaga institusi secara 
mandiri, terdapat banyak jenis biaya yang dapat kelompokan menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Berbagai kategori pembiayaan pendidikan 
terdapat biaya operasi untuk memberikan biaya bantuan kepada siswa kurang mampu. 
Siswa kurang mampu memang harus di pelihara oleh Negara agar dapat meneruskan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu sudah diatur pada sistem Pendidikan 
di era otonomi daerah mengenai tanggung jawab pemeliharaan bagi siwa kurang 
mampu. Pendidikan di era otonomi daerah memang seluruh pembiayaan pendidikan 
ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah. 
 
3. Dana Pendidikan di Era Otonomi Daerah 
Perubahan  kewenangan  pengelolaan  pendidikan  dengan  segera  mengubah  
pola pembiayaan  sektor  pendidikan.   Sebelum  otonomi  daerah,  praktis  hanya  
pembiayaan sekolah  dasar  (SD)  yang menjadi  tanggung  jawab Pemerintah Daerah, 
sedangkan SLTP dan SLTA menjadi  tanggung  jawab  Pusat. Pembiayaan SLTP dan 
SLTA dilakukan melalui Kanwil Depdiknas  (di  tingkat propinsi) dan Kandepdiknas  
(di tingkat kabupaten/kota).    
Menurut Priyono (2005:2) berlakukannya otonomi daerah, sebagaimana 





















tanggung jawab Pemerintah Daerah. Konsekuensinya, tidak ada lagi Kanwil dan 
Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang 
berada dibawah kendali Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan provinsi yang 
berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi. Antara Dinas Pendidikan 
kabupaten/kota  dengan  Dinas Pendidikan  provinsi  tidak  ada  hubungan  hierarkhis, 
sedangkan provinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah 
pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi 
punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. 
Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi 
dengan Pemerintah Daerah, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.  
Konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan 
mengalami perubahan yang cukup mendasar. Daerah memiliki tanggung jawab yang 
sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. 
Dukungan dari Pusat dan Provinsi tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui 
mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.   
 
4. Pola Penyaluran Dana Pendidikan di Sekolah 
Menurut Suwandi (2012:176) secara umum model penyaluran dana 
pendidikan baik dari pemerintah pusat langsung ke sekolah (blockgrant), 
dekonsentrasi (termasuk BOS/BKM), dana dari APBD Provinsi dan APBD 
Kota/Kabupaten sudah cukup baik tetapi masih perlu adanya beberapa langkah 





















a. Dana blockgrant dari pemerintah yang langsung diberikan kepada sekolah 
hendaknya melibatkan peran Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), serta Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota. Peran tersebut antara lain dengan memberikan 
informasi yang rinci tentang jumlah sekolah/madrasah, besarnya dana, dan 
program bantuan dana. Dengan demikian, akan diketahui peta sekolah yang 
mendapatkan dana pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang berguna 
untuk melakukan evaluasi, pengontrolan, monitoring terhadap kinerja sekolah 
tersebut. Demikian pula dalam perencanaan dan penyaluran dana dari pemerintah 
Provinsi ke sekolah hendaknya dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas 
Pendidikan Kabupaten. Kota serta memberikan informasi agar terjadi pembinaan 
yang baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. 
b. Berkenaan dengan perencanaan penyaluran dana pendidikan dan 
pemanfaatannya, tampaknya sangat mendesak dibangun system informasi 
pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat Nasional, sekaligus 
jaringan sistem informasi dan komunikasi terpadu dalam merencanakan, 
menentukan pola penyaluran dana dan pemanfaatannya, dan komunikasi evaluasi 
pada setiap wilayah. Sistem informasi tersebut dapat berbasis pada data tentang 
pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan yang 
dapat diakses untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan 
pengontrolan program pendidikan lainnya. Sistem ini berproses pada pendataan, 
seleksi sekolah, dan penentuan sekolah penerima dana akan lebih efisien, 





















c. Akurasi data jumlah siswa per sekolah/madrasah yang menjadi dasar utama 
perhitungan jumlah bantuan BOS perlu selalu diperbaiki setiap saat terjadi 
perubahan baik karena terjasi perpindahan, putus sekolah, bencana, atau sebab 
lainnya melalui sistem informasi dan jaringan tersebut sehingga kasus terjadinya 
kekurangan maupun kelebihan jumlah dana yang diterima sekolah dapat 
diminimalisasi. Ketelitian sekolah dalam mencantumkan nama sekolah, nomor 
rekening, nama pemegang rekening, hendaknya diperhatikan secara seksama 
agar tidak terjadi hambatan dalam pencairan dana. 
d. Penyaluran dana pendidikan baik dari pemerintah pusat dana blockgrant, 
dekonsentrasi, dana dari APBD Kabupaten/Kota hampir semua terjadi hambatan 
dalam pencairan dana, terutama penyampaian dana dari sumber pemberi dana. 
Memperlancar pencairan hendaknya pemberi dana mengusahakan pengiriman 
dana sampai sekolah tepat pada waktu yang dijadwalkan. Keterlambatan waktu 
pencairan dana selalu berdampak negatif dalam pelaksanaan program sekolah 
dan mempersulit sekolah dalam mencari sumber dana lainnya untuk 
merealisasikan program yang telah direncanakan. 
e. Persyaratan administrasi untuk mendapatkan dana, dan administrasi pertanggung 
jawaban penggunaan dana perlu lebih disederhanakan. Beberapa jenis bantuan 
mensyaratkan administrasi yang rumit, baik saat mengajukan dana maupun saat 
mempertanggung jawabkan penggunaan dana. Sekolah yang terkena dampaknya 
adalah sekolah yang menerima dana blockgrant dan BOS. Pekerjaan tersebut 





















untuk mengurus dan menyiapkan administrasi program sehingga mengganggu 
tugas utama pendidik. Diusulkan agar pertanggung jawaban administrasi tersebut 
lebih disederhanakan. 
f. Fungsi kontrol dan pelaksanaan monitoring, supervisi, dan evaluasi program 
perlu dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi. Kurangnya koordinasi 
pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program terutama dari 
sumber dana berupa blockgrant, berdampak pada terjadinya pelaksanaan yang 
tidak sesuai dengan rencana. Fungsi control tersebut diperlukan, sekaligus untuk 
melakukan pembinaan. Penyaluran dana yang langsung dari pusat ke sekolah 
terjadi pengendalian secara optimal. Berkaitan dengan itu, Pemerintah pusat 
(Depdiknas) perlu memberikan peran kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota untuk melakukan fungsi pembinaan dan kontrol untuk 
pelaksanaan program sekolah yang dibiayai langsung dari pemerintah pusat.  
Definisi pembiayaan dana pendidikan pada era otonomi daerah dan pola 
penyaluran dana pendidikan. Perlu dibentuk kebijakan dari pemerintah pusat maupun 
daerah sebagai bentuk tugas pemerintah yang harus diimplementasikan. Kebijakan 
yang terealisasikan akan membantu setiap sekolah untuk memlengkapi fasilitas yang 
ada disekolah, pembangungan fasilitas sekolah, dan pembiayaan pada uang sekolah 






















5. Dana Pendidikan Siswa Kurang Mampu 
Dana bantuan bagi siswa kurang mampu di Indonesia biasa disebut dana 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang di implementasikan oleh pemerintah. Menurut 
Suprastowo (2015:153) Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan subsidi uang tunai 
dari Pemerintah kepada siswa miskin dengan cara menanggung sebagian biaya 
pribadi pendidikan siswa, seperti pembelian sepatu, transportasi, dan baju seragam 
agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikan. Bentuk subsidi ini sebagai salah satu 
skema pembiayaan pendidikan yang bersifat social charity bagi kelompok 
masyarakat yang rentan dalam kelangsungannya memperoleh pelayanan pendidikan. 
Pemberian subsidi siswa miskin merupakan kebijakan publik dalam rangka perluasan 
akses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa kecuali.  
Menurut Arti, dkk (2013:9) BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah 
tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah dan di masa depan 
diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang 
tuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan 
angka partisipasi pendidikan di kabupaten/kota miskin dan terpencil serta pada 
kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan 
beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi 
(beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan 
mempertimbangkan prestasi siswa. 
Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan program yang dicanangkan 





















Pembiayaan pendidikan melalui program ini untuk memperkecil angka putus sekolah 
di Indonesia. Begitu juga dengan program dana Bantuan Operasional Pendidikan 
Daerah (BOPDA) yang diperuntukan untuk siswa di Kota Surabaya. Program 
BOPDA merupakan subsidi pemerintah Kota Surabaya yang diambil dari dana APBD 
yang sangat besar. Program yang sebelumnya diperuntukan untuk siswa sekolah 
dasar sampai menengah atas, sekarang hanya sekolah dasar (SD dan SMP) yang 
dibiayai pemerintah kota. SMA/SMK di Surabaya akan ada kekhawatiran jika dana 
bantuan dialihkan ke Provinsi, ini akan memperkecil kemungkinan SMA/SMK 
mendapatkan bantuan dari pemerintah dan menyebabkan angka putus sekolah di 
Surabaya akan naik. 
 
C. Perencanaan 
1. Pengertian Perencanaan 
Perencanaan merupakan sebuah tahapan awal yang penting sebelum membuat 
suatu kebijakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Sitanggang (1999:61) 
bahwa perencanaan adalah alat atau unsur manajemen dalam upaya menggerakkan 
dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan yang ditentukan. 
Sifat ilmu perencanaan sejalan dengan sifat keilmuan manajemen, dengan kata lain 
walaupun perencanaan belum diakui oleh semua sepihak sebagai ilmu pengetahuan 






















Perencanaan yang berdaya guna adalah perencanaan yang di susun bersama-
sama mulai dari bagian organisasi, baik yang dipercayakan kepada suatu tim ataupun 
yang penyusunannya dikoordinasikan oleh suatu unit organisasi. Kerjasama seperti 
ini tercipta oleh arus informasi dan komunikasi antar bagian organisasi sejak awal 
perencanaan. Menurut Sitanggang (1999:61) Secara umum dapat disebut bahwa daya 
guna perencanaan bagi organisasi atau bagi pimpinannya antara lain ialah :  
1. Dapat disusun suatu arah yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas 
bersama dan tugas masing-masing bagian organisasi. 
2. Dapat disusun secara bersama metode atau sistem yang menguntungkan 
dalam upaya mencapai tujuan. 
3. Dapat diatur penggunaan dana dan sumber daya yang lebih menguntungkan. 
4. Dapat diatur cara-cara pengendalian dan pengawasan untuk keserasian 
hubungan antar target atau hasil. 
5. Dapat diatur cara-cara identifikasi dan penentuan alternative, tidak saja yang 
menyangkut tugas satu bagian organisasi tetapi juga alternative yang terkait 
dengan alternative dibidang tugas bagian organisasi lainnya. 
6. Mempermudah bagi pimpinan untuk mengetahui gambaran keseluruhan 
kegiatan yang sedang dan akan dilakukan organisasi. 
7. Mempermudah pengendalian terhadap arah perubahan yang perlu dilakukan 
sehingga dapat dikurangi atau dibatasi dampak yang merugikan. 
8. Dapat secara bersama-sama memikirkan cara-cara pengaturan prosedur yang 
mengarah kepada peningkatan daya guna dan hasil guna kegiatan secara 
bersama atau sendiri. 
9. Secara konsepsional meniadakan kegiatan atau penggunaan peralatan dan 
sumber daya yang tidak produktif. 
10. Sebagai alat bantu bagi pimpinan dalam mengambil keputusan  
Daya guna perencanaan yang dikemukakan Sitanggang diatas dapat 
disimpulkan, ilmu perencanaan yang disusun bersama organisasi serta metode yang 
dapat menguntungkan organisasi untuk mencapai tujuan. Pemimpin juga harus 
menggunakan identifikasi menyangkut tugas satu organisasi. Daya guna diatas dapat 





















2. Proses Perencanaan 
Suatu perencanaan memerlukan suatu proses perencanaan dalam membuat 
suatu kegiatan atau program. Proses perencanaan menurut Conyers dan Hills (1984:3) 
adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-
pilihan tentang alternatif pemanfaatan sumber daya yang ada dengan maksud 
mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sebuah proses yang 
berkelanjutan, perencanaan digambarkan sebagai casual loap yang di dalamnya 
terdapat urutan langkah-langkah yang membentuk logic frame perencanaan, dimana 
proses yang dilakukan akan melibatkan aktifitas pengambilan keputusan-keputusan 
atau pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tahapan tertentu, baik yang sudah tertata 
dengan rapi maupun tahapan-tahapan yang berkembang secara alamiah. 
Tahapan-tahapan dalam perencanaan ini dengan sendirinya akan melibatkan 
berbagai aspek di luar perencanaan , baik menyangkut aktornya, sumber-sumber 
datanya maupun aspej lingkungan di mana suatu perencanaan dibuat. Adapaun proses 






































Gambar 1. The Planning Process 
Sumber : Diana Conyers dan Peter Hills 1984:74 
 
Tahapan awal proses perencanaan menurut Conyers dan Hiills, proses the 
decision to adopt planning merupakan tahap permulaan mengambil langkah dalam 
menentukan perencanaan. Proses ini para perencana membuat suatu kerangka kerja 
dan membuat suatu diskusi arah kebijakan yang dilakukan dalam membuat suatu 
perencanaan. Di proses awal ini tidak hanya perencanaan saja, tetapi para stakeholder 
hadir dalam proses awal. Selanjutnya, dalam proses yang kedua yaitu planning goal, 
objective and targets dalam proses ini para perencana membuat sebuah arahan tujuan, 
sasaran dan target dari rencana yang akan dibuat. Pada proses planning goal, 





















dalam mencapai tujuan tersebut dalam proses ini para perencana mengajak para 
pejabat politik terlibat dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan. 
Setelah menentukan planning goal, objectives and targets selanjutnya yaitu 
data collection, menurut Conyers dan Hills (1984:5) dalam Negara berkembang atau 
dunia ketiga data-data yang diperlukan oleh perencana sangat sulit didapatkan, sebab 
pada Negara berkembang teknologi belum canggih seperti di Negara maju dan juga 
banyak yang hilang akibat perang dunia. Pengumpulan data dan analisis para 
perencana menggunakan data yang seadanya dan menggunakan “teknik peramalan” 
ini terjadi karena badan sensus di Negara berkembang tidak bisa diandalkan dan juga 
membutuhkan sistem komputerisasi yang canggih dalam mengolah atau 
menganalisisdata. Proses selanjutnya dalam proses perencanaan yaitu identifying, 
alternative course of actions merupakan proses mengidentifikasi masalah dan 
menentukan sebuah cara atau tindakan alternatif dalam memecahkan sebuah masalah. 
Para perencana disarankan agar proses awal perencanaan hingga proses analisis data 
tetap dijadikan satu dan tidak dipisah-pisahkan, sebab jika dipisahkan perencana akan 
kesulitan dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Menentukan tindakan alternatif 
juga berfungsi membantu menyelesaikan masalah jika ada masalah yang ada belum 
terselesaikan, sehingga masalah yang ada benar-benar dapat terselesaikan. 
Selesai dengan proses identifying alternative course of actions, proses 
selanjutnya yaitu plan and project appraisal ialah proses ini lebih seperti menerapkan 
rencana analisis efektivitas, program kebijakan dan mengimplentasikan proyek. 





















hasil implenmentasinya. Tujuan dari proses ini ialah untuk memperoleh informasi. 
Informasi yang di dapatkan akan jadi bahan penilaian pejabat politik yang selanjutnya 
akan membantu perencana dalam menentukan suatu tindakan. 
Proses yang dijelaskan masuklah kita kepada proses implementation. Proses 
implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari sebuah kegiatan yang telah dibentuk 
dari proses perencanaan diatas. Proses ini tidak hanya kegiatan saja yang dihasilkan, 
tetapi menghasilkan juga sebuah peraturan atau undang-undang yang mengatur 
kegiatan perencanaan. Proses ini juga akan terlihat kinerja instansi-instansi dalam 
mempertanggung jawabkan pekerjaannya. Di proses implementation sangat penting 
dalam menentukan penilaian baik atau buruknya sebuah perencanaan dibuat. Proses 
yang terakhir adalah proses monitoring and evaluation, diperlukan sebuah proses 
monitoring yaitu untuk melihat kemajuan dalam kegiatan yang sedang dijalankan 
sesuai rencana atau tidak dan juga untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, 
dengan kata lain hal ini diperlukan untuk mencari tahu apa yang benar-benar terjadi 
dalam proses pelaksanaan. 
Monitoring yang ideal yaitu dilakukan secara terus-menerus dalam 
pelaksanaan rencana atau kegiatan, hal ini diperlukan untuk mempertimbangkan baik 
buruknya suatu pelaksanaan kegiatan atau perencanaan yang dibuat. Mamajukan 
monitoring memrlukan juga proses evaluation. Evaluation dibutuhkan untuk melihat 
suatu rencana kegiatan dan proyek baik sebelum dilaksanakan hingga selesai 





















dan kegagalan serta hasil dari evaluasi akan menjadi sebuah informasi yang akan 
dipakai dalam menentukan sebuah aktivitas perencanaan di masa depan. 
3. Unsur-unsur perencanaan 
Menurut Sitanggang (1999:65) terdapat empat unsur pokok pada suatu proses 
perencanaan, yaitu : 
a. Tujuan 
Tujuan adalah (object) yang ingin dicapai baik yang bersifat benda yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud yang menjadi landasan dan arah dari semua 
langkah dan kegiatan organisasi. Tujuan merupakan titik tolak dan  pusat dari semua 
proses perencanaan, maka harus diformulasikan dengan bahasa yang jelas, yang 
mudah dimengerti. Menurut Sitanggang (1999:66) menentukan tujuan tidak 
dilakukan secara mendadak tetapi ditentukan melalui tiga tahap proses analisis 
sebagai berikut:  
1).  Bermula dari adanya keinginan atau cita-cita mengenai sesuatu yang ingin dicapai 
atau yang dimiliki, kemudian dipertimbangkan secara berulang-ulang dengan 
memperhitungkan harga, waktu, resiko dan lain-lain. Setelah dipertimbangkan 
mungkin tetap pada keinginan semula atau mugkin ada perubahan terhadap 
bentuk, sifat atau ukuran dan lain-lain, namun sudah semakin memberikan 
harapan bahwa angan-angan atau keinginan tersebut dapat dijadikan gagasan. 
2). Gagasan tersebut diletakkan sebagai tujuan yang sesungguhnya, tetapi baru 
bersifat hipotesis yang harus dibuktikan kelayakkannya melalui analisis internal 
tentang harga, analisis waktu, perbandingan dengan barang atau masalah-
masalah lain yang mungkin dapat sebagai pengganti, analisis kemampuan 
teknologi, permodalan dan analisis yang bersifat eksternal seperti kewajaran, 
keserasian legalitas atau dasar hukum keterkaitan dengan masalah-masalah. 
3). Formulasi tujuan, setelah cita-cita, angan-angan atau keinginan dibuktikan 
kebenarannya melalui analisis, tugas selanjutnya ialah memformulasikan tujuan 
dan bagian-bagian pokok tujuan serta persyaratannya dengan cara yang 
sederhana mudah dimengerti oleh orang lain. Formulasi ini sangat penting karena 





















kepada pelaksana secara tepat dan benar, tidak memerlukan penafsiran. Di dalam 
formulasi tujuan, ditentukan batas-batas umum dan sifat-sifat khusus yang harus 
dipenuhi, serta kapan harus selesai. Untuk mempersempit kemungkinan 
penyimpangan juga harus diformulasikan bagian-baian pokok dari tujuan, sifat-
sifanya dan saling keterkaitannyabaik dalam arti prioritas, fungsi, manfaat, 
bentuk dan tahapannya. Dari pengertian ini dapat diusulkan harus sudah 
menempuh pertimbangan analisis. 
 
b. Data dan Informasi 
Menurut Sitanggang (1999:68) data merupakan keterangan atau informasi 
mengenai sesuatu yang di dalam perencanaan dianggap sebagai dasar untuk dapat 
melakukan pertimbangan dalam menentukan tujuan dan kebijakan. Pengumpulan data 
dapat dmenggunakan tiga cara. Pertama, dengan cara pencatatan keseluruhan , 
kemudian dipisah-pisahkan data yang relevan. Kedua, hanya mengumpulkan suatu 
atau beberapa jenis data kemudian ditarik garis-garis pembuktian yag sitensis. Ketiga, 
dengan menggunakan data sampling saja dan kemudian mengambil keismpulan 
melalui pertimbangan, perbandingan, dan perkiraan.  
Data tidak hanya perlu untuk menyusun perencanaan tetapi juga pada tingkat 
pengendalian, penyesuaian perencanaan dan demikian pun untuk evaluasi. Cara 
pengumpulan data juga harus diperhatikan. Demikian juga sumber yang diperoleh, 
harus diketahui secara jelas apakah dari sumber primer atau sekunder, sumber hasil 
riset, survey lapangan, berita surat kabar, dll. Data tersebut dipilah dan dianalisis serta 
perlu dijelaskan bahwa bagi perencanaan, data yang diperlukan tidak terbatas kepada 






















c. Analisis  
Menurut Sitanggang (1999:69) analisis adalah suatu kegiatan mempelajari 
objek atau masalah meleluai pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan unsur-
unsurnya, tatanan dan keterkaitan baik yang bersifat nyata maupun yang tidak nyata, 
bersifat internal dan eksternal, teknis dan non-teknis, vertikal dan horizontal. Bahwa 
dengan analisis yang baik semua masalah dapat disajikan sebagai kenyataan yang 
sifatnya hipotesisyang kebenarannya diteliti dan dibuktikan dengan pisau analisis. 
Sistem analisis dalam perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian 
antara lain : 
1).  Analsisi linier adalah analisis yang bersifat lurus berdasarkan hukum sebab-
akibat, sistem ini sangat sesuai untuk mempelajari hubungan-hubungan yang 
bersifat variable, bagi permasalahan yang bersifat aritmatik seperi kuantintas dan 
kualitas. Analisis ini juga sangat sesuai bagi masalah-masalah yang bersifat 
berurutan seperti periode waktu. 
2).  Analisis non-linier adalah analsisi yang bersifat membanding dan membedakan 
mengenai isi, waktu, jenis, ukuran berat, harga, dll. analisis ini sangat sesuai 
untuk mempelajari model-model alternatif, dan subtitusi. Analisis ini juga untuk 
memperkirakan peluang dan penentuan tentang batas-batas yang tidak boleh 
dilanggar. Analisis ini dapat diambil kesimpulan dengan cara membandingkan 
satu dengan yang lain. 
3).  Analisis thematic, atau juga disebut dynamic analisis ini tidak langsung ditujukan 





















yang sifatnya internal juga dapat digunakan yang sifatnya eksternal. Informasi 
yang dianalisisi dapat berupa data yang ada hubungan maupun tidak ada 
hubungan dengan tujuan.  Perlu diketahui bahwa ketiga sistem analisis ini tidak 
dapat dipisahkan, tetapi dapat digunakan bersama-sama untuk satu objek dan 
masalah atau dapat digunakan dengan mengutamakan yang satu dengan yang 
lain.  
d. Kebijakan 
Kebijakan ialah ketentuan konsepsional yang bersifat menyeluruh mengenai 
cara dan langkah-langkah yang digunakan memecahkan permasalahan atau dalam 
upaya mencapai tujuan. Kebijakan dalam perencanaan mengandung tiga aspek yakni, 
datang atau bersumber dari atas dan wewenangnya meliputi keseluruhan, 
konsepsional artinya bersifat insidentil atau reaktif dan bersifat menyeluruh, tidak 
bersifat sepotong-potong atau sebagian. Kebijakan belum merupakan suatu patokan 
yang siap dilakukan, tetapi lebih bersifat rambu-rambu pembatas mengenai ara dan 
syarat-syarat dari peraturan yang tidak dapat dilanggar, baik tenyang masalah internal 
maupun masalah eksternal. Menurut Sitanggang (1999:65) ada juga beberpa hal yang 
meliputi kebijakan sebagai berikut : 
1).  Menentukan batas-batas objek atau tujuan, bagian-bagian utamanya yang saling 
berkaitan dan fungsi masing-masing. Penentuan persyaratan umum dan ciri-ciri 
khusus yang perlu diperhatikan. 






















3).  Memberikan ketentuan tentang hubungan-hubungan keseimbangan, antara tujuan 
dan sasaran dengan sistem yang dipakai. 
4).  Menentukan arah dan motivasi, seperti manfaat yang harus dicapai untuk setiap 
target, sasarn dan tujuan. 
5). Disamping menentukan batasan-batasan internal dan eksternal dalam kebijakan 
perencanaan juga ditentukan langkah-langkah utama, kriteria tentang urutan 
prioritas pedoman mengenai pendekatan dengan menggunakan lima kriteria : 
a) Menempatkan cara dan langkah-langkah dalam batasan waktu, aspek 
durasi, waktu yang bersifat periodisasi, antisipasi terhadap perubahan 
waktu. 
b) Menentukan alternatif perencanaan dengan pedoman pertimbangan 
konsepsional yang memungkinkan diadakan penyesuaian dengan kondisi 
lapangan, termasuk kemungkinan pengembangan sub-sistem. 
c) Menentukan batasan-batasan tentang sistem pendekatan yang digunakan, 
baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan teknis atau non-
teknisnya.  
d) Ketentuan tentang ruang dan temapat dengan memberikan arahan atau 
kategori yang menajdi landasan pertimbangan untuk penentuan lokasi. 
e) Menentukan persyaratan berupa model, contoh-contoh dari pengalaman 






















D. Kebijakan Publik 
Kebijakan publik adalah suatu opsi untuk mengatasi sebuah masalah, banyak 
literatur yang mendefinisikan tentang kebijakan publik diantaranya. Kebijakan adalah 
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang 
mempunyai tujuan, maka Islamy (2004:20) menguaraikan beberapa elemen penting 
dalam kebijakan publik, yaitu : 
1. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan 
tindakan-tindakan pemerintahan. 
2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan 
dalam bentuk yang nyata. 
3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan 
sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. 
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh 
anggota masyarakat. 
 
Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa : (1) kebijakan publik 
merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah (2) Kebijakan 
publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah 
pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi 
kepentingan publik. 
Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan publik dibuat untuk 
dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan tanpa adanya 
perubahan keadaan ketika kebijakan itu dibuat dan kebijakan publik juga dapat 





















Dalam kaitannya dengan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan 
beberpa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik menurut Agustino 
(2006:9) yaitu : 
a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan 
yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang 
berubah atau acak. 
b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan 
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang 
terpisah-pisah. 
c. Kebijakn publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 
pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflansi, atau 
menwarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau 
yang akan dikerjakan. 
d. Kebijakn publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, 
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam 
menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan 
publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak 
melakukan tindakan tau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks 
tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. 
e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan 
merupakan tindakan yang bersifat pemerintah. 
 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 
merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan 
masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan 
demikian, kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada 
variasi kompleksitas, melibatkan multi aktor dengan beragam kepentingan dimana 
masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. 
Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagi otoritas 





















keputusan secara tepat dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap 
kebijakan akan memiliki dampak positif maupun negatif yang akan merubah pola 
masyarakatnya. 
 
1. Dampak Kebijakan Publik 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai daya yang 
ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 
atau perbuatan seseorang (KBBI, 2001:849). Lebih lanjut lagi, dampak kebijakan 
menurut Winarno (2007:23) adalah sebagai berikut : 
Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik 
yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasala dari tindakan atau tidak 
adanya tindakan pemerintah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak 
yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu dampak yang diinginkan 
(berkonotasi positif) dan dampak yang tidak diinginka (berkonotasi negatif). 
Dampak kebijakan juga dibedakan antara Policy Impact Outcome dan Policy 
Out Come adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang 
ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. Sedangkan Policy Output 
adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan 
dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan 
yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan. 
 
Dampak itu bersifat merubah atau membentuk sisi yang lain karena adanya 
sesuatu yang mempengaruhi. Dampak itu bisa dapat berupa hal positif maupun 
negatif berdasarkan kuatnya pengaruh yang dibawa oleh penyebabnya. Dampak juga 
dapat menciptakan kebiasaan atau budaya baru. Pengertian lain tentang dampak 
kebijakan diungkapkan oleh Dye yang dikutip oleh Akib yakni keseluruhan efek yang 





















Menurut Dye dan Anderson yang dikutib oleh (Akib, 2009:6) menjelaskan dampak 
kebijakan lebih mendalam yakni : 
Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang 
akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang 
ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh 
pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran 
tunjangan kesejahteraan atau tunjangan profesi, penangkapan terhadap pelaku 
tindakan criminal, atau penyelenggaraan sekolah umum. Ukuran yang 
digunakan adalah pengeluaran “perkapita” untuk jalan raya, kesejahteraan, 
penanganan criminal per 100.000 penduduk, persiswa sekolah umum, dan 
sebagainya.  
 
Terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam 
evaluasi dampak kebijakan oleh Dye dan Anderson dalam Akib (2009:6-7) yakni : 
1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Obyek yang dimaksud 
sebagai sasaran kebijakan harus jelas, misalnya orang miskin, pengusaha kecil, 
anak sekolahan yang tidak beruntung, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek 
yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi 
sasaran tersebut dijadikan focus maka analisisnya menjadi lebih rumit karena 
prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Lebih daripada 
itu, perlu dipahami bahwa suatu kebijakan kemungkinan akan membawa 
konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan. 
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau 
kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena 






















3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan. Biaya 
langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah 
digunakan dalam program. 
4. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan 
kegiatan-kegiatan lain. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam 
melakukan evaluasi kebijakan, karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi. 
5. Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap 
komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan. 
Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. 
Menurut Dye dalam Akib (2009:7) menyatakan bahwa “dalam menjelaskan 
determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting 
diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan 
identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas 
pemerintah tersebut. Lebih lanjut lagi menurut Parsons dalam Ardyasworo (2011:43) 
bahwa ada tujuh metode dalam upaya mengetahui dampak kebijakan antara lain : 
1. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum 
intervensi 
2. Melakukan eksperimen untuk mengkaji dampak suatu program terhadap 
suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang 
terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi. 
3. Membandingkan biaya dana manfaat yang dicapai sebagai hasil dari 
intervensi, 
4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi 
sebagai akibat dari kebijakan masa lalu. 
5. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi 
keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program. 
6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran 





















7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau 
targetnya sudah terpenuhi. 
 
Berdasarkan paparan diatas telah dijelaskan bahwa dampak kebijakan 
merupakan efek atau konsenuensi dari kebijakan yang telah dibuat. Dampak 
kebijakan uang ditimbulkan tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif 
maupu dampak yang bersifat negative. Dampak yang bersifat positif merupakan 
sebuah pertanda bahwa goals atau tujuan dari kebijakan itu tercapai. Dan sebaliknya, 
dampak negative merupakan sebuah dampak yang tidak dikehendaki karena dampak 
tersebut merupakan sebuah kendala atau pengahambat tercapainya goals atau tujuan 
dari kebijakan tersebut.  
 
2. Terminasi Kebijakan  
Istilah terminasi kebijakan Winarno (2014:256), menunjuk kepada terminasi 
badan atau agen, pengarahan kembali kebijakan dasar, eleminasi program, terminasi 
parsial, dan penghematan keuangan. Adapun tipe-tipe terminasi, yaitu sebagai berikut  
a. Terminasi fungsional, menunjuk kepada suatu wilayah secara 
keseluruhan.  
b. Terminasi organisasi, menunjuk kepada eliminasi suatu program secara 
keseluruhan.  
c. Terminasi kebijakan, menunjuk kepada eliminasi suatu kebijakan pada 






















d. Terminasi program, menunjuk kepada tindakan-tindakan khusus yang 
dirancang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. 
Tipe-tipe terminasi kebijakan yang dikemukan oleh Winarno terdiri dari 4 
(empat) tipe, masing-masing terminasi menunjukan kapasitas dan penejelasan 
menganai terminasi diatas. Dan terminasi itu dibuat karena adanya suatu kebijakan 
yang tereliminasi yang kemungkinan sudah tidak dibutuhkan, anggaran yang besar, 
maupun tidak bisa digunakan secara berkala atau masa depan.  
Menurut Parson (2014:577), terdapat lima kondisi yang kondusif untuk 
terminasi kebijakan, antara lain :  
a. Ketika pemerintah atau administrasi yang baru mulai memegang kekuasaan; 
b. Dilegitimasi matriks ideologis di mana kebijakan berada;  
c. Turbulensi atau kekacauan yang melemahkan keterikatan kepada kebijakan 
yang sudah ada;  
d. Melunakkan penghentian. Terminasi kebijakan dapat didesain untuk 
mengurangi kerugian bagi mereka yang terkena efeknya.  
Penjelasan dari Parson bahwa adanya terminasi kebijakan publik. Bahwa, 
kebijakan sudah diambil alih oleh pemerintah. Misalnya, suatu kebijakan awal mula 
merupakan kebijakan pemerintah kota kemudian karena muncul undang-undang baru 
kebijakan tersebut siambil alih oleh pemerintah provinsi. Dan teori ini mengani 
penelitian yang diambil oleh peneliti bahwa dampak pemberhentian dan pemngambil 

























Menurut Jones (1996:295) program ialah cara yang disahkan untuk mencapai 
tujuan, beberapa karaktristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk 
mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai program atau tidak yaitu : 
a. Program cenderung membutuhkan staff, misalnya untuk melaksanakan atau 
sebagai pelaku program. 
b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya 
juga di identifikasi melalui anggaran. 
c. Program memiliki identifikasi sendiri, yang apabila berjalan secara efektif 
dapat diakui oleh public 
Program yang baik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang 
jelas, yaitu sebelum menentukan masalah social yang ingin diatasi dan memulai 
melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap 
bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.  
Program tercipta dari adanya administrasi pembangunan yang telah 
mengalami proses pengembangan seiring dengan banyaknya perhatian terhadap 
permasalahan pembangunan. Pengertian dari program ialah : 
“program is tean to mean a form of organized social activity with specific 
objective, limitedin space and time. It often consist of an interrelated group of 





















activities”. Artinya, bahwa program diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan 
social yang terorganisasi dengan tujuan tertentu, terbatas dalam ruang dan 
waktu. Program selalu berisikan dengan sebuah kelompok yang saling terkait 
dengan proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi yang 
sedang berjalan dan melakukan kegiatan. (Zauhar, 1993:1) 
 
 Adanya program dalam kegiatan pembangunan akan dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan (problem solving). Semakin banyak permaslahan yang timbul 
maka semakin banyak pula program yang dibutuhkan. Selain sebagai Problem 
solving, program dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi kepada 
masyarakat melalui program yang ada. 
 
F. Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)  
Menurut Sukmawati (2015) Bantuan Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA) adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya 
dan diperutukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN)/ Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN)/ Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)/ Sekolah Menengah Pertama 
Negeri Terbuka (SMPNT)/ Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Sekolah 
Menengah Atas Negeri (SMAN)/ Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka 
(SMANT)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
(SMKN). Bantuan Operasional Pendidikan (BOPDA) dikelola agar dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan 
keuangan daerah. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah dialokasikan untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dan dianggarkan secara proporsional sesuai 





















Penggunaan dana BOPDA untuk tiap kode rekening wajib mengacu pada definisi 
operasional kode rekening dan standar satuan harga yang telah ditetapkan.  Hal 
tersebut  telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota Surabaya tahun 2012. 
Jadi dana BOPDA merupakan dana dari APBD Kota Surabaya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surabaya dengan cara membebaskan 
pembayaran sekolah terhadap siswa mulai dari sekolah dasar hingga sekolah 
menengah ke atas. Seperti yang disampaikan Sukmawati (2015) Dana BOPDA ini di 
berikan setiap tiga bulan sekali, gunanya untuk memberikan biaya sekolah gratis bagi 
semua murid di kota Surabaya. Sehingga dengan diberikannya dana BOPDA ini 
masyarakat kota Surabaya dapat terbantu untuk mengurangi beban biaya sekolah bagi 
orang tua murid. Program BOPDA muncul karena adanya sumber anggaran yang 
berasal dari dana Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana 
BOPDA dialokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang berada di kota 
Surabaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2  yamg 
berisi tentang “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
























A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Menurut 
Nazir M (1998:41) penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian 
yang berdasarkan atas gambaran-gambaran realitas yang terjadi atau data yang 
diperoleh dari suatu penelitian untuk menjawab permasalahan peneliti. 
Dengan demikian peneliti berusaha mencari atau menggali data sebagai bahan 
untuk mendeskripsikan secara tepat pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan 
pasca pemberhentian program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) 
bagi SMA/SMK yang dialihkan dari pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Peniliti menggunakan Program Bantuan Operasional 
Pendidikan Daerah (BOPDA) menjadi topic penelitian. Karena program ini adalah 
program inovasi dari pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas dan 
mutu pendidikan di Surabaya dengan menggunakan dana APBD sebagai anggarannya 
dan program ini menjadi program percontohan beberapa kota di Indonesia untuk 
mengembangkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Program ini 
mempunyai suatu masalah yang perlu diteliti yaitu dampak pasca pemberhentian 
program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah bagi SMA/SMK dan permasalahan 





















timbul pada masyarakat peneliti akan mencari data dilapangan sehingga penelitian ini 
dapat menjadi solusi kedepannya. 
 
B. Fokus Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada bab 1 untuk mengetahui 
bagaimanakah dampak pemberhentian dana program Bantuan Operasional 
Pendidikan Daerah (BOPDA) pada siswa SMA/SMK di Surabaya pasca pengambil 
alihan kepada Provinsi, maka focus penelitian ini adalah : 
1. Gambaran umum program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah di Surabaya 
sebelumnya : 
a. Penyedia Dana 
b. Alur pemberian dana ke sekolah 
c. Penggunaan anggaran dana BOPDA 
d. Kendala yang di alami ketika dana BOPDA akan dicairkan dan sesudah 
dicairkan selama ini 
2. Dampak pemberhentian program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA) bagi SMA/SMK di Surabaya setelah dialihkan ke Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur: 
a. Dampak langsung 
1). Beban sekolah semakin bertambah 
2). Siswa SMA/SMK kembali membayar SPP 





















b. Dampak tidak langsung 
1). Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima tuntutan dari suatu lembaga 
3. Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setelah kewenangan 
SMA/SMK dialihkan ke Provinsi. 
 
C. Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk 
memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan 
yaitu di Kota Surabaya.  Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu 
tempat dimana peneliti dapat menangkap objek yang akan diteliti sehingga data-data 
yang diperoleh benar-benar relevan dengan demikian mengambil situs penelitian pada 
sekolah SMA yang ada di Kota Surabaya, warga Surabaya sebagai orang tua siswa 
SMA/SMK, siswa SMA/SMK yang menjadi sumber informasi yang dapat 
mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi uyang 
diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pemberhentian suatu 
program yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah kota Surabaya untuk 
memfasilitasi siswa SMA/SMK. 
 
D. Sumber Data 
Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok 
kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber 





















Dengan sumber data yang relevan peniliti diharap dapat mengkaji data untuk 
memperoleh hasil penulisan yang lebih baik. 
Proses penilitian dilakukan secara interaktif dimana peneliti melakukan 
wawancara, observasi, dana dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih, dan 
memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian 
peneliti menyajikan data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data ynag 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis kemudian 
disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi, dan catatan 
lapangan. Langkah terakhir yang dilakukan peneliti menganalisis data kualitatif 
model interatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang 
telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan 
bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari 
rumusan masalah yang telah dipaparkan sejak awal oleh peneliti. Untuk mendapatkan 
hasil tersebut maka peneliti dapat menggunakan sumber data sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 
sumbernya (Warsito, 1995:69). Dengan demikian peneliti berhadapan langsung 
dengan wawancara pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi 
penelitian dan narasumber yang dapat dipercaya tanpa adanya perantara secara 
lengkap dari narasumber yang mempunyai andil dan dianggap mampu dalam 






















Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan riset atau penelitian. Hasil observasi dan wawancara terhadap suatu 
kejadian, atau kegiatan, dan hasil program yang dicapai. Manfaaat utama dari data 
primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. 
Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Sehingga 
peneliti mendapatkan data yang tepat dari sumber yang bisa dipercayai. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain jadi dalam hal 
ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya sebagai 
pemakai data (Moleong, 2011:112). Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau 
sudah diolah oleh instansi, kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. 
Dimana data tersebut bisa dibentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang 
didapat dari instansi terkait. Koran-koran local, maupun dari internet atau televise, 
dan perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan erat dengan penelitian ini. 
Data sekunder dapat mengklarifikasi permasalahan-permasalahan, 
menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi 
kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika telah ada, pengeluaran uang dan 
pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder. Manfaat 
lain dari data sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi 





















E. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Sugiyono (2007:224) menyatakan bahwa “teknik pengumpulan data 
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 
maka tindakan peneliti dalam mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 
ditetapkan”. Selanjutnya dijabarkan oleh Sugiyono (2007:225) mengenai teknik 
pengumpulan data yang terbagi menjadi empat bagian yaitu observasi, 
wawancar/interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triagulasi). Oleh karena 
itu untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti 
imenggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Obesrvasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 
informasi sebagaiman yang mereka saksikan (Gulo, W, 2002:116). Observasi yaitu 
diman peneliti mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang 
mereka saksikan secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat 
secara obyektif, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu 
observasi yang dirancang secara sitematis, tentang apa yang diamati, kapan dan 
dimana tempatnya. Data yang diperoleh dari observasi adalah data untuk mengetahui 
dampak dari pemberhentiannya aliran dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah 
bagi siswa SMA/SMK di Kota Surabaya. 
Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan data yang dilakukan dengan 





















Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan 
menyeluruh mengenai obyek yang diamati dan data pelengkap hasil wawancara.  
2. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 
responden. Dalam pengambilan data di dini biasanya juga diikuti dengan 
menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara bertujuan 
untuk mendapatkan informasi-informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara 
terperinci atau sejenisnya atau lebih jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan 
pihak yabg dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitiyang akan 
diteliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti akan tetap dalam lingkup 
peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain (Gulo, W, 2002:118).  
3. Dokumentasi 
Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai 
dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan-peraturan maupun arsip dengan 
tujuan mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis terhadap data penelitian 
(Winarya, 1993:71). 
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian menurut Suharsimin (2006:149), merupakan alat bantu 
bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya instrument penelitian adalah 





















pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap 
dan sistematis, sehingga mudah diolah. 
Instrument yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrument 
pokok dan instrument penunjang. Instrument pokok adalah manusia itu sendiri 
sedangkan instrument penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara 
yang nantinya akan digunakan penelitian. Instrument pokok dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument dapat berhubungan langsung 
dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi 
di lapangan. Menurut Moleong (2011:168), kedudukan peneliti dalam penelitian 
kualitatif adalah perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, 
pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode wawancara. Secara umum, penuyusunan instrument 
pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut 
ini : 
a. Mengadakan identifikasi terhadap issue yang ada di rumusan masalah judul 
penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian. 
b. Menjabarkan issue menjadi sub atau bagian variable 
c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variable 
d. Menderetkan descriptor menjadi butir-butir instrument 






















G. Analisis Data  
Analisis data kualitatif disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Analisis 
yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah tahapan teknikpengumpulan data 
grand tour question, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Tahapan 
menentukan focus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap 
selection, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Alur kegiatan dalam 













Gambar 2: Tahapan atau Proses Analisis Data Kualitatif 























a. Analisisi Domain 
Peneliti memasuki obyek penelitian yang berupa situs social yang terdiri atas 
place, actor, dan  activity (PPA), selanjutnya melaksanakan observasi partisipan 
mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, maka 
langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain dan analisis tema kultural. 
Analisis domain dilakukan memperoleh gambaran yang umum dan 
menyeluruh tentang situasi social yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh 
dari grand tour dan minitour question. Hasilnya, berupa gambaran umum tentang 
obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Informasi yang 
diperoleh dalam analisis ini belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah 
menemukan domain-domain atau kategori dari situasi yang diteliti. 
Menurut Moleong (2011:175) ada enam tahapan dalam analisis domain yakni 
: (a) memilih salah satu hubungan sematik untuk memulai dari sembilan hubungan 
yang tersedia : hubungan termasuk, special, sebab-akibat, rasional, lokasi, tempat 
bertindak, fungsi, alat-tujuan, urutan dan memberi atribut atau memberi nama, (b) 
menyiapkan lembar analisis domein, (c) memilih salah satu sampel catatan lapangan 
yang dibuat terakhir, untuk memulainya, (d) mencari istilah acuan dan istilah bagian 
yang cocok dengan hubungan sematik dari catatan lapangan, (e) mengulangi usaha 
pencarian domain sampai semua hubungan semantic habis dan (f) membuat daftar 























b. Analisis Taksonomi 
Setelah melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau 
kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya ditetapkan sebagi focus 
penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. 
Analsis taksonomi adalah analisi terhadap keseluruhan data yang terkumpul 
berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Domain yang telah ditetapkan menjadi 
cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis 
taksonomi. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (box diagram), 
diagram garis dan simpul (lines and node diagram) dan out line. 
c. Analisis Komponensional 
Pada analisis komponensional yang dicari untuk diorganisasikan dalam 
domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi memiliki perbedaan atau yang 
kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 
terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, 
sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat 
ditemukan. 
d. Analisis Tema Kultural 
Menurut Sanapiah dalam Widiarti (2016:71) Analisis tema atau discovering 
cultural themes, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang 
mengintergrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari 
hasil analsisi domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka sealnjutnya akan 





















sebelumnya masih gelap atau remang-remang dan setelah dilakukan penelitian, maka 
menjadi lebih terang dan jelas. 
Penelitian ini menggunkan analisis data menurut spradley, karena ingin 
menjelaskan data yang didapat secara terperinci. Dampak yang ditimbulkan 
pemberhentian dana BOPDA bagi SMA/SMK di Surabaya menyebabkan dampak 
secara langsung dan dampak tak langsung yang menyebabkan seluruh elemen 
pendidikan di Surabaya menjadi resah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
jawaban, solusi apa yang tepat untuk kasus dampak pemeberhentian dana BOPDA 




























A. Gambaran Umum, Lokasi, dan Situs 
1. Gambaran umum Kota Surabaya 
a. Aspek Geografi dan Demografi 
Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 
07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah 
Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km2  yang terbagi dalam 31 
Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu  batas 
sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan 
Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas 
sebelah timur adalah Selat Madura.  
Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran 
rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang 
dari 3 persen.   Wilayah  barat  Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 
persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan 
daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan 
pada kemiringan 5-15 persen. 
  Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan  
tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah  





















Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan  
dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum  
30°C dan minimum 25°C. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa 
sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali 
Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota 
Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya  merupakan daerah limpahan 
debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.  
 
Gambar 3 : Peta Kota Surabaya 























 Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya  terdiri dari 31 kecamatan, 
154 kelurahan,  1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota 
Surabaya adalah  kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola  
ruang perkembangannya  terbagi menjadi:  
a) Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun 
apartemen  atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, 
sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan 
selatan kota.  
b) Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat 
kota dan pusat-pusat sub kota  dan unit pengembangan serta di kawasan yang 
ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki 
Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;   
c) Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir 
utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose  
Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah 
Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;   
d) Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi 
antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, 
industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung 
di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan 





















dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan 
sisi timur laut Kota Surabaya;   
e) Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik 
interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan 
penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan 
kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.   
Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu 
penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan 
baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan 
baik.  Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya 
memiliki penduduk  yang ber-NIK  hingga akhir  tahun 2015 sebesar 2.943.528  jiwa  
dan  325.850  jiwa yang masih dalam proses  finalisasi status kependudukan  di 31 
wilayah  kecamatan.  Rincian kepadatan penduduk  per kecamatan ditunjukkan pada 
Tabel 1. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan 
migrasi. Tabel 1 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang 
memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km2 dan umumnya wilayah 
kecamatan tersebut berada di wilayah Surabaya pusat dan utara. Beberapa program-
program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, 
lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana,  sanitasi dan air bersih dapat 
diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan 
kualitas lingkungan,  sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga 





















membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi 












Tabel 1 : Kepadatan Penduduk yang Ber-NIK per Kecamatan 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 
Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.469.888 jiwa dan 
penduduk laki-laki sebesar 1.473.640 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk 
didominasi oleh usia 30  –  49 tahun. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis 



































Gambar 4 : Grafik penduduk Kota Surabaya  
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Dari piramida penduduk seperti Gambar 4. menunjukkan bahwa struktur 
penduduk Kota Surabaya didominasi usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 
tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau 53,4 % dibanding usia sekolah mulai jenjang 
PAUD sampai dengan perguruan tinggi  yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.075.396 
jiwa atau 36,5 %, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 
296.190 atau 10,1%.  
Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan  usia sekolah  tahun 2015 
yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, 





















Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 disajikan 
pada Tabel 2. berikut ini. 
No. Kecamatan 0-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 
1. Karang Pilang 6.717 6.569 3.494 3.144 
2. Wonocolo 7.203 6.895 3.694 3.398 
3. Rungkut 10.601 9.821 5.209 4.736 
4. Wonokromo 13.946 14.935 7.885 7.590 
5. Tegalsari 8.807 8.721 4.695 4.441 
6. Sawahan 19.132 19.332 9.884 9.036 
7. Genteng 5.052 5.061 2.726 2.538 
8. Gubeng 12.088 12.136 6.327 5.904 
9. Sukolilo 10.244 9.587 4.793 4.473 
10. Tambak Sari 20.718 20.100 10.327 9.490 
11. Simokerto 9.135 8.821 4.537 4.380 
12. Pabean Cantian 7.004 7.282 3.636 3.567 
13. Bubutan 9.283 9.544 5.015 4.733 
14. Tandes 7.004 8.615 4.062 3.711 
15. Krembangan 9.283 10.628 5.564 5.214 
16. Semampir 18.323 18.143 9.080 8.513 
17. Kenjeran 16.118 15.745 7.899 7.541 
18. Lakar Santri 5.659 5.526 2.751 2.476 
19. Benowo 5.952 5.979 2.983 2.885 
20. Wiyung 6.537 6.240 3.318 3.062 
21. Dukuh Pakis 5.497 5.231 2.688 2.445 
22. Guyangan 3.899 3.844 2.051 1.893 
23. Jambangan 4.885 4.543 2.225 2.057 
24. Tenggilis Mejoyo 5.175 4.878 2.461 2.280 
25. Gunung Anyar 5.374 5.040 2.436 2.365 
26. Mulyorejo 7.803 7.536 3.893 3.462 
27. Sukomanunggal 9.600 9.195 4.543 4.234 
28. Asemrowo 4.776 4.807 2.322 2.153 
29. Bulak 4.355 4.322 2.322 1.984 
30. Pakal 5.171 5.314 2.637 2.484 
31. sambikerep 6.142 5.767 2.803 2.532 
JUMLAH 275.069 270.157 138.173 128.721 
 
Tabel 2: Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 
2015 





















Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada 
Tabel 2. tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk 
menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas 
pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di 
wilayah tersebut. 
Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan 
pada Tabel 3. Penduduk Kota Surabaya paling  banyak, yakni sebesar 29,93%, 
merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah tamatan SD sebesar 18% dan posisi 












Tabel 3 : Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 






















2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur. 
Secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengemban tanggung 
jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan 
visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mengacu pada 
Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi Dinas Pendidikan 















Gambar 5 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 






















Komponen Organisasi Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai 
berikut:  
a. Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat;  
c. Bidang Pendidikan TK/SD dan pendidikan khusus;  
d. Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah 
Atas;  
e. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi;  
f. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya;  
g. Bidang Tenaga Pendidikan dan kependidikan  
Bagian Sekretariat dan masing–masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang 
dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. Berdasarkan  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2008 tentang 
Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi Dinas  Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur, dapat diuraikan tugas masing-masing komponen organisasi sebagai 
berikut: 
a. Kepala Dinas   
Kepala Dinas  memiliki tugas yaitu memimpin, mengkoordinasi, mengawasi 
dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab 






















b. Sekretariat  
1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 
penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.  
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris 
mempunyai fungsi:  
a) Pengelolaan administrasi umum;  
b) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c) Pengelolaan administrasi keuangan;  
d) Pengelolaan administrasi perlengkapan;  
e) Pengelolaan urusan rumah rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; 
f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan tugas-tugas bidang; 
g) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; 
h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:  
1) Sub Bagian Tata Usaha;  
2) Sub Bagian Penyusunan Program;  
3) Sub Bagian Keuangan  
4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada 





















c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Pendidikan 
Khusus.  
1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan 
kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan 
relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Pendidikan Khusus.  
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Bidang  
Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Pendidikan Khusus, 
mempunyai fungsi:  
a) Perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh 
pendidikan pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan 
Pendidikan Khusus;  
b) Perumusan kebijakan operasional peningkatan  mutu dan relevansi 
penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan 
Pendidikan Khusus; 
c) Perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Dasar dan Pendidikan Khusus;  
d) Pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan 
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar SSN dan Sekolah Dasar 





















e) Pelaksanaan penyiapan standar kompetensi dan kurikulum Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus, termasuk pelaksanaan 
sosialisasi dan bimbingan teknis implementasinya; 
f) Pelaksanaan koordinasi penyelengaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus;  
g) Pelaksanaan  koordinasi pembinaan penyelengaraan pendidikan Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus;  
h) Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana 
pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus;  
i)  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
3) Bidang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Pendidikan Khusus 
terdiri atas:  
a) Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak;  
b) Seksi Sekolah Dasar;  
c) Seksi Pendidikan Khusus.  
4) Masing-masing seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  
 
d. Bidang Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Atas  
1) Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Bidang Sekolah Menengah Atas 
mempunyai tugas melaksanaan penyiapan kebijakan operasional perluasan 





















relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA). 
2) Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas:  
a) Perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA;  
b) Perumusan kebijakan  operasional peningkatan mutu dan relevansi 
penyelenggaraan pendidikan SMP dan SMA;  
c) Perumusan kebijakan operasional peneningkatan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan SMP dan SMA;  
d) Pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis 
penyelenggaraan dan pengelolaan SMP dan SMA bertaraf internasional; 
e) Pelaksanaan penyiapan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan SMP 
dan SMA;  
f) Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMP dan 
SMA;  
g) Pelaksanaan penyelenggaran ujian nasional SMP dan SMA;  
h) Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengadaan sarana prasarana 
pendidikan SMP dan SMA;  
i) Pelaksanaan koordinasi penilaian dan akreditasi SMP dan SMA;  





















k) Penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran/modul SMP dan SMA;  
l) Perencanaan,  pelaksanaan dan evaluasi pengadaan buku pelajaran/modul 
pendidikan, buku paket dan media pendidikan;  
m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
 
3) Bidang  Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas terdiri atas:  
a) Seksi Manajemen;  
b) Seksi Kurikulum;  
c) Seksi Sarana Pendidikan. 
4) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  
 
e. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Perguruan Tinggi  
1) Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas 
melaksanaan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan 
pemerataan memperoleh pendidikan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan  
serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan menengah 
kejuruan serta pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan 
perguruan tinggi.  
2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 





















a) Pelaksanaan perumusan rencana pembinaan penyelenggaraan pendidikan 
menengah kejuruan;  
b) Pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan; 
c) Pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis 
penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan bertaraf 
internasional; 
d) Pelaksanaan pengendalian pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan 
Sekolah Menengah Kejuruan;  
e) Pelaksanaan perumusan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa 
baru, mutasi siswa, kalender pendidikan, evaluasi hasil belajar, standar 
kompetensi dan sertifikasi siswa serta pengembangan kurikulum dan 
pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan;  
f) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penyelenggaraan 
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;  
g) Pelaksanaan pembinaan standarisasi kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana, 
pembelajaran, evaluasi dan manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; 
h) Pelaksanaan perumusan pedoman evaluasi pelaksanaan pembukaan dan 
penutupan sekolah, pengelolaan sekolah, penilaian sekolah dan penilaian 
pelaksanaan tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan;  
i) Pelaksanaan perumusan rencana peningkatan mutu guru dan Kepala ekolah 





















rencana dari pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah, 
instruktur dan Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan;  
j) Pelaksanaan perumusan pedoman penulisan buku/modul dan peralatan 
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;  
k) Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan buku 
pelajaran/modul dan sarana-prasarana/peralatan pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan;  
l) Pelaksanaan penyelenggaraan ujian nasional Sekolah Menengah Kejuruan; 
m) Pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan 
perguruan tinggi; 
n)  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diknas.  
3) Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi terdiri atas:  
a) Seksi Manajemen;  
b) Seksi Kurikulum;  
c) Seksi Sarana-Prasarana.  
4) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  
 
f. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal, Dan Nilai Budaya  
1) Bidang Pendidikan Non Formal, Informal Dan Nilai Budaya  mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan 





















serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan non formal, 
informal dan nilai budaya. 
2) Bidang Pendidikan Non Formal, Informal Dan Nilai Budaya terdiri atas:  
a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;  
b) Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dan Kesetaraan;  
c) Seksi Pendidikan Karakter Dan Pekerti Bangsa.  
3) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  
 
g. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan  
1) Bidang tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan kebijakan operasional pembinaan  karir, peningkatan mutu dan 
profesionalisme, pelayanan serta perlindungan profesi tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan lainnya.  
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai fungsi:  
a) Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan 
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;  
b) Pelaksanaan perumusan kebijakan peningkatan karir pendidik dan tenaga 
kependidikan lainnya;  
c) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi terhadap tugas pokok 





















d) Pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga 
kependidikan lainnya;  
e) Pelaksanaan pemetaan dan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan 
lainnya;  
f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program tenaga kependidikan;  
g) Melaksakana tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
3) Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan terdiri dari:  
a) Seksi Tenaga Pendidik;  
b) Seksi Tenaga Kependidikan;  
c) Seksi Tenaga Pendidikan Non Formal Dan Informal.  
4) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
 
3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan yang bertempat di Jl. Jagir Wonokromo No. 256 
Surabaya, Jawa Timur. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 




































Gambar 6 : Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
Sumber : Website radaronline.id 
 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :  
a. Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi : 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Sekolah Dasar, membawahi : 
1) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; 
2) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; 
3) Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar. 
d. Bidang Sekolah Menengah, membawahi : 





















2) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah; 
3) Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah. 
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, 
Kesenian dan Olahraga Pendidikan, membawahi : 
1) Seksi Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini; 
2) Seksi Pendidikan Masyarakat; 
3) Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan. 
f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi : 
1) Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru danTenaga Kependidikan; 
2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. 
g. UPTD; 































































Gambar 7 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya 





















B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 
1. Gambaran umum Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA) SMA/SMK sebelumnya. 
Program BOPDA adalah program Pemerintah Kota Surabaya untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Surabaya, awalnya diperuntukan 
sekolah jenjang dasar (SD dan SMP) hingga sekolah menengah (SMA). Turunnya 
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang menyatakan sekolah jenjang menengah 
(SMA) kewenangannya diberikan ke Pemerintah Provinsi sehingga program BOPDA 
untuk SMA/SMK telah berhenti. 
Penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya, untuk mengetahui gambaran umum program BOPDA 
sebelum dana BOPDA diberhentikan untuk SMA/SMK yang ada di Surabaya dan 
seberapa besar pengaruhnya bagi pendidikan sekolah menengah di Surabaya. 
Program BOPDA pertama kali diberlakukan tahun 2008. 
“Jadi, BOPDA itu diberlakukan tahun 2008 seiring adanya Peraturan 
Pemerintah Kota Surabaya yang dibuat oleh wali kota waktu itu. Awalnya 
program BOPDA itu wacana Pemerintah Kota, karena disitu ada 2 sementara 
BOS wacana Pemerintah Pusat dan BOPDA penganggaran untuk Pemerintah 
Kota Surabaya. (Hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi 
Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 
2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas program BOPDA diberlakukan sejak tahun 
2008. Hasil dari adanya Peraturan Pemerintah Kota Surabaya. Bu iswati 
menyebutkan ada 2 wacana untuk pendidikan di Surabaya. Wacana dari pemerintah 





















Hal senada juga ditemukan oleh peneliti mengenai pemberlakuan BOPDA di 
Surabaya yang diungkapakan oleh Kepala Disdik Surabaya Bapak Sahudi pada harian 
Kompas pada tahun 2010. 
“Alasan evaluasi itu terkait banyaknya sekolah yang mulai mengeluh. Sebab, 
nilai BOPDA yang diberlakukan 2008 lalu sampai saat ini tidak ada 
penyesuaian nilai. Nilai BOPDA tersebut dirasa sudah tak sesuai dengan 
kondisi yang ada.” (Dilansir : edukasi.kompas.com 3 April 2018). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Sahudi berujar bahwa program BOPDA 
yang diberlakukan sejak tahun 2008. Nilai sejak awal program BOPDA di berlakukan 
sudah tidak sesuai dengan kondisi pada tahun ketika berita tersebut di publish yaitu 
tahun 2010. 
Awal program BOPDA ini dibuat, karena berdasarkan oleh wacana 
masyarakat Surabaya yang menginginkan pendidikan yang setara. Sementara di kota 
lain awalnya tidak ada program seperti ini. 
“Jadi begini, program BOPDA itu dilihat dari wacana masyarakat. Awalnya 
BOPDA itu tidak murni untuk seluruh anak, hanya posisi bantuan untuk anak 
kekurangan yang diberikan dana BOPDA. Kemudian ada Peraturan 
Pemerintah Kota yang menyatakan bahwa program BOPDA untuk anak yang 
mempunyai Kartu Keluarga kota Surabaya untuk anak di luar KK Surabaya 
hanya mendapatkan 1%.” (Hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala 
Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah, pada tanggal 16 
November 2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas awal diberlakukannya program BOPDA, 
program ini tidak murni untuk anak Surabaya. BOPDA hanya untuk siswa Surabaya 
yang tidak mampu. Ketika keluar Peraturan Pemeritah Kota, program BOPDA 
diperuntukan seluruh anak yang mempunyai Kartu Keluarga Surabaya. Siswa diluar 





















a. Penyedia Dana 
Program BOPDA diambil dari APBD Kota Surabaya sebagai belanja Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Penyediana dana program BOPDA seluruhnya adalah 
dari APBD Pemerintah Kota dan program BOPDA sebagai belanja Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya. 
“Iya betul, BOPDA itu belanja langsungnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
yang RAP/DPA itu masuk Pemerintah Kota. Pemerintah Kota itu juga ada tim 
khusus untuk menentukan besaran dana BOPDA untuk setiap sekolah dan 
gradenya, setiap sekolah beda-beda. SD besarannya 29.000, SMP 80.000, dan 
SMA 152.000 itu nanti dikalikan jumlah siswa yang terdaftar.” (Hasil 
wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Pembinaan 
Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.00 WIB di 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa program BOPDA adalah belanja Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya yang diambil dari APBD Pemerintah Kota Surabaya. 
Besaran BOPDA untuk SD-SMA yaitu SD 29.000, SMP 80.000, SMA 152.000 / 
Bulan dan dikalikan dengan jumlah yang terdaftar di Sekolah tersebut. 
Hal senada juga diungapkan oleh Sitta Aulia dalam jurnal yang berjudul 
desentralisasi kebijakan pendidikan. 
“Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Sumber anggaran BOPDA 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BOPDA 
dialokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang ada di Surabaya, 
mulai tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah dan 
kejuruan.” (Dilansir : journal.unair.ac.id 3 April 2018)  
 
berdasarkan keterngan diatas BOPDA berasal dari anggaran APBD 
Pemerintah Kota Surabaya. Program BOPDA dialokasikan kepada seluruh 





















b. Alur Pemberian Dana BOPDA 
Alur pemberian dana BOPDA untuk mengetahui bagaimana dana BOPDA 
dialirkan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui KAS Daerah hingga ke Sekolah dan 
aturan pemakaian dana BOPDA. 
“Jadi begini alurnya dari belanja langsung, pertama Pemerintah Kota turunnya 
ke KAS daerah dan Dinas Pendidikan mempunyai SPM (surat perintah 
membayar), nanti itu kita share ke sekolah. Sekolah juga bikin RKA dilihat 
dari jumlah siswanya dikalikan nominal anggaran dikalikan 12 bulan, nanti 
ketemu pagu anggaran dan pemakaiannya di atur 40% untuk belanja pegawai 
dan 60% untuk barang jasa. Dana BOPDA turunnya juga 3 triwulan beruntut.” 
(Hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi Kurikulum dan 
Pembinaan Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.00 
















Gambar 8 : Alur Pemeberian Dana BOPDA 
Sumber : Hasil dari olahan Penulis 
 
Berdasarkan keterngan diatas Bu Iswati menjelaskan alur pemberian dana 
BOPDA dari Pemerintah Kota ke Sekolah. Pemerintah Kota megalokasikan dana dari 
APBD untuk pendidikan melalui Dinas Pendidikan kota Surabay sebagai belanja 
























Sekolah mempunyai RKA yang sudah dibagi antara pemakaian dana untuk belanja 
pegawai 40% dan barang jasa 60% dihitung dari jumlah siswa dan besaran dana 
BOPDA. Sebelum dialirkan ke sekolah dar Pemerintah Kota di salurkan ke KAS 













Gambar 9 : Kujungan Tim BOS KEMDIKBUD kunjungi DISPENDIK 
Surabaya 
Sumber : nusakini.com 
 
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Muhammad Aries. Bahwa alur pemberian 
dann BOPDA dari Pemerintah Kota ke KAS Daerah dan Dinas Pendidikan 
memberikan Informasi Ke Sekolah, untuk segera mengumpulkan RKA agar 
pencairan dana ke sekolah bisa terlaksanan. 
“Begini mas, awalnya kan Pemerintah Kota mencairkan dana ke KAS Daerah. 
Kita juga mempunyai SPM yang nantinya kita bagikan ke sekolah agar 





















Pendidikan Kota Surabaya nanti KAS Daerah langsung mencairkan dana 
BOPDA ke sekolah melalui Rekening Masing-masing sekolah. Nantinya pada 
akhir triwulan sekolah wajib memberikan LPJ (Laporan Pertanggung 
Jawaban) penggunaan BOPDA. Nantinya KAS Daerah akan mencairkan dana 
BOPDA triwulan berikutnya. (wawancara dengan Bapak Muhammad Aries 
selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, 
pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.15 WIB di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya). 
 
Berdasarkan Keterangan diatas bahwa Dinas mempunyai Surat Perintah 
Membayar untuk diumumkan ke setiap sekolah dan Pemerintah Kota Surabaya juga 
telah mencairkan dana ke KAS Daerah Kota Surabaya. Setelah RKA masing-masing 
sekolah terselesaikan, baru KAS Daerah mencairkan dana BOPDA ke setiap sekolah 
melalui rekening sekolah. 
c. Penggunaan Anggaran BOPDA 
Dana BOPDA memang diperuntukkan untuk siswa sebagai pembayaran SPP 
kepada sekolah dan untuk pembangunan sekolah tidak diperuntukan pembangunan 
yang berbentuk fisik hanya untuk perenovasi gedung. 
“Iya, jadi memang BOPDA itu murni untuk SPP sebagai operasional, besaran 
opersaionalnya itu yang seperti saya bilang tadi 40% untuk belanja pegawai 
dan 60% untuk barang jasa. Kalau untuk pembangunan kita ada grade-nya 
antara negeri dan swasta. Kalau negeri jelas posisi gedung milik pemerintah 
fasilitas listrik dan lainnya dibayari pemerintah dan tidak diperbolehkan 
menarik SPP lagi. Tapi kalau posisi swasta beda mengapa masih narik SPP 
swasta itu BOPDAnya untuk gaji guru. Kenapa gaji guru, karena sarana 
prasarannya tidak menututi dibagi lagi dengan listrik dan lainnya membayar 
sendiri mereka, dan tidak seluruh swasta itu mengambil dana BOPDA.” (Hasil 
wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Pembinaan 
Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.00 WIB di 






















Berdasarkan keterangan diatas bahwa penggunaan BOPDA untuk pembayaran 
SPP seluruh siswa di Surabaya sebagai operasional sekolah. Pembiayaan antara 
sekolah negeri dan swasta pun berbeda. Sekolah negeri untuk pembiayaan sarana dan 
prasaran, gaji guru, dan pegawai. Sementara sekolah swasta gedung bukan milik 
pemerintah sarana dan prasarana sekolah membayar secara mandiri. Dana BOPDA 
hanya untuk membayar gaji guru dan pegawai, maka dari itu sekolah swasta 
diperbolehkan menarik SPP dari siswa. 
Hal senada diutarakan oleh WAKA HUMAS SMA Negeri 16 Surabaya 
mengenai penggunaan BOPDA. Dana BOPDA untuk membayar SPP siswa dan biaya 
operasional sekolah. 
“Ya, untuk operasional sekolah perenovasian bangunan hanya untuk cat 
tembok gedung, petugas kebersihan, kegiatan siswa. Untuk masalah listrik, 
air, dan internet dibayar Pemerintah Kota itu diluar dana BOPDA.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Herman selaku WAKA HUMAS, pada tanggal 26 
Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di SMA Negeri 16 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Program BOPDA untuk membayar SPP siswa 
sebagai biaya operasional sekolah. Operasional sekolah untuk perenovasian bangunan 
hanya untuk cat gedung, tidak boleh ada pembangunan dalam bentuk fisik, karena  
gedung milik pemerintah. Sementara masalah pembeyaran listrik, air, internet, 
telepon, dan lain-lain dibiayai oleh Pemerintah Kota. Penggunaan BOPDA juga 
diatur antara Barang sebesar 60% seperti peralatan kantor dll. dan Jasa sebesar 40% 

































Gambar 10 : Sosisalisasi peruntukan dan pelaporan Program BOPDA 
Sumber : Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
 
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Usman selaku WAKA HUMAS SMA 
Negeri 10 Surabaya Surabaya mengenai penggunaan dana BOPDA sebelum dialihkan 
kewenangan SMA/SMK ke Provinsi. 
“Baik saya jelaskan, begini mas. Dana BOPDA kan untuk pembiayaan 
operasional jadi ya hanya operasional seperti sarpras, biaya guru tak tetap, 
pegawai tidak tetap. Untuk pembangunan sendiri dana BOPDA tidak boleh 
digunakan untuk pembangunan gedung secara fisik mas, hanya renovasi. 
Kalau listrik, air dan telepon kita dibiayai pemerintah karena inikan sekolah 
negeri bangunan milik pemerintah dan tanggungannya juga pemerintah.” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku WAKA HUMAS, pada 
tanggal 15 November 2017 pukul 08.30 WIB di SMA Negeri 10 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Usman mengutarakan bahwa dana 
BOPDA dari Pemerintah Kota Surabaya digunakan hanya untuk operasinal saja. 





















Pemerintah. Bapak Usman juga mengutarakan bahwa dana BOPDA tidak boleh 
digunakan untuk pembangunan secara fisik.  
Sekolah SMK juga mengutarakan hal sama mengenai penggunaan dana 
BOPDA. Dana BOPDA digunakan apa saja menurut Bapak Hari selaku WAKA 
Kurikulum untuk SMK Negeri 1 Surabaya operasional sekolah serta alat-alat praktek 
siswa teknik. 
“Ya, hanya digunakan untuk operasional. Operasional ya sarana dan 
prasarana, operasional kurikulum, operasional hinmas, dan operasionalnya  
kesiswaan. Pembangunan tidak termasuk dalam operasional. Beli alat pun kita 
tidak bisa. Kalau bangun pun hanya untuk ngecat bangunan. Dalam bentuk 
gedung fisik tidak diperbolehkan oleh dinas.” (Hasil wawancara dengan 
Bapak Hari selaku WAKA Kurikulum, pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 
09.00 WIB di SMK Negeri 1 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas dana BOPDA yang diperoleh SMK 1 Surabaya 
hanya untuk operasional keseluruhan. Sarana prasarana, oprasional kurikulum, 
operasiona hinmas dan operasional kesiswaan yang berarti untuk membayar pegawai 
tidak tetap. Pembelian alat untuk praktik mendapat bantuan dari dana BOS. 
Pembangunan pun hanya untuk perovasian gedung berupa cat tembok dalam bentuk 
fisik bangunan  tidak diperbolehkan.  
Hasil wawancara dengan Bapak Mudianto selaku Kepala Sekolah SMK 
Negeri 3 Surabaya. sebelum dana BOPDA berhenti digunakan apa saja dana tersebut. 
“Ya, dana BOPDA kan judulnya operasional ya hanya dipakai untuk 
operasional, bayari GTT, kebutuhan praktek bahan dan peralatan. Khusus 
peralatan kita dibatasi. Jadi penggunaan dana BOPDA sudah ada ketentunnya 
kita tidak boleh keluar dari ketentuan itu. Dan di BOPDA itu semua harga 
sudah ada seperti kertas sudah ada harganya dari aplikasi Pemerintah Kota. 
BOPDA itu 152.000/siswa ibaratnya siswa saya ada 1.000. kita dapatnya 1,5 





















itu sudah ada nilainya, saya gunakan membeli kertas 10 rim itu sudah ada di 
aplikasinya. Jadi kebutuhan itu sudah dipandu nominalnya.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Mudianto selaku Kepala Sekolah, pada tanggal 1 
November 2017 pukul 09.00 WIB di SMK Negeri 3 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas BOPDA hanya untuk operasional saja 
termasuk untuk membayar GTT (Guru Tidak Teteap). Kebutuhan alat atau bahan 
untuk praktek dibatasi pembeliannya. Segala penggunaan dana BOPDA sudah ada 
ketentuannya dari Dinas Pendidikan Kota. Semua kebutuhan belanja sekolah sudah 
tertera harganya dari aplikasi yang dibuat Pemerintah Kota.  Fungsi dari aplikasi ini 
supaya sekolah tidak melebih-lebihkan harga belanja operasionalnya. 
d. Kendala Yang Di Alami Ketika Dana BOPDA akan Dicairkan dan Sesudah 
Dicairkan Selama ini 
Program BOPDA yang sebelumnya untuk sekolah jenjang SD-SMA/SMK. 
Pencairan dana juga ada kendala. Dinas Pendidikan Kota Surabaya kendala yang 
dialaminya terkait sekolah yang kurang sigap dalam membuat laporan akhir 
penggunaan dana BOPDA pada akhir triwulan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti kepada ibu Iswati mengenai kendala yang dialami ketika dana BOPDA akan 
dicairkan ke sekolah dan sesudah dicairkan. 
“Kendalanya, yang pasti awal tahun jelas kompak cairnya selama sekolah 
sudah bikin rincian cairnya bareng seluruh sekolah negeri bareng. Triwulan 
berikutnya dinas menyesuaikan jadi mana sekolah yang pelaporan dulu 
dicairkan lebih awal. Bagi yang telat ya tidak cair-cair. Untuk deadline jelas 
ada. Misalkan, januari-maret pertengahan itu kita sudah woro-woro sekolah 
ini segera mengumpulkan lembar rincian kegiatannya. Untuk triwulan 
berikutnya april progress pelaporan kok sedikit, baru kita bikin konfirmasi ke 
Dinas untuk membuat surat teguran. Untuk dana dari Pemerintah Kota ke 
Dinas Pendidikan tidak ada kendala, karena itu sudah langsung dicairkan 





















ada kekurangan. Jadi, kita hanya bikin SPM(surat perintah membayar) narik 
ke pemerintah kota langsung tarik ke KAS Daerah jadi tidak ada uang 
numpuk di Dinas.” (Hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi 
Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 
2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas awal tahun pencairan dana BOPDA serentak di 
alirkan ke setiap sekolah. Namun, pada triwulan berikutnya Dinas Pendidikan Kota 
Surabay tidak bisa mencairkan dana BOPDa secara serentak. Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya menyesuaikan sekolah mana yang cepat mengirimkan laporan penggunaan 
dana BOPDA. Sekolah yang paling awal mengirimkan laporan itu sekolah yang 
pencairan dananya paling cepat. Informasi yang diberikan ke sekolah, Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya mengaku bahwa pertengahan triwulan sudah memberikan 
pengumuman ke sekolah untuk pelaporan.  
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak  Muhammad Aries bahwa 
keterlambatan pencairan BOPDA berasal dari sekolah yang kurang teliti dalam 
mengisi LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). 
“Ada sekolah yang mengalami keterlambatan Bopda tidak bisa dicairkan. Saat 
saya cek ternyata revisi belum tuntas yang sebelumnya diberikan, atau mereka 
belum menyelesaikan LPJ Bopda bulan sebelumnya,” (wawancara dengan 
Bapak Muhammad Aries selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan 
Prasarana Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.15 
WIB di Dinas Pendidikan Kota Surabaya). 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa beberapa sekolah yang terlambat 
pencairan dana BOPDA berasal dari sekolah sendiri yang belum merevisi LPJ 





















Penyelesaian LPJ yang terlambat juga menjadi faktor terlambatnya pencairan 
BOPDA ke masing-masing sekolah. 
 
2. Dampak pasca pemberhentian program Bantuan Operasional Pendidikan 
Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK yang dialihkan kepada Provinsi 
a. Dampak Langsung 
Penelitian ini meneliti dampak pasca pemberhentian program BOPDA bagi 
SMA/SMK yang kewenangannnya dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi sesuai 
Undang-Undang no. 23 Tahun 2014. Peneliti telah melalukan penelitian ke beberapa 
SMA/SMK, untuk dijadikan sample permasalahan yang timbul di Kota Surabaya 
dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Kepala sekolah, 
siswa SMA/SMK terkait, dan wali murid siswa. Beberapa sekolah yang menjadi 
tujuan observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah SMA Negeri 16 Surabaya, 
SMA Negeri 10 Surabaya, SMK Negeri 1 Surabaya, dan SMK Negeri 3 Surabaya. 
berikut hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada setiap SMA dan SMK : 
1) Beban sekolah semakin bertambah 
Penulis melakukan penelitian terkait beralihnya kewenangan SMA/SMK ke 
Pemerintah Provinsi yang secara otomatis dana BOPDA juga berhenti pendanaanya 
bagi SMA/SMK di Surabaya. Beberapa dampak yang muncul baik itu dari Sekolah, 
Siswa dan Wali murid. Penulis mendapatkan data dari berbagai narasumber yang 
telah ditentukan oleh penulis pribadi maupun ditentukan oleh instansi terkait untuk 





















di Surabaya. Tanggapan dari Bapak Herman selaku WAKA HUMAS SMA Negeri 16 
Surabaya mengenai berhentinya dana BOPDA ini.  
“Ya, otomatis berhenti sekarang kita SPP memang dulu BOPDA Rp 
152.000/anak sekarang SPPnya Rp 150.000/anak jadi ya turun.” (Hasil 
wawancara dengan Bapak Herman selaku WAKA HUMAS, pada tanggal 26 
Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di SMA Negeri 16 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterengan diatas bahwa setelah program BOPDA berhenti SPP 
yang dibayarkan dari program BOPDA dengan SPP yang dibayarkan dari sumber 
komite berbeda. Semula SPP sebedar Rp 152.000 dibayarkan dengan BOPDA 
menjadi Rp 150.000 dari sumber komite.  
Turunnya SPP siswa yang semula Rp 152.000/anak menjadi Rp 150.000/anak 
menyebabkan biaya operasional Sekolah kurang. 
“Iya, operasional kita juga turun. Jadi kita listrik, air dan telepon bayar sendiri, 
Pemerintah Kota sudah lepas tangan. Dulu semuanya dibiayai oleh 
Pemerintah Kota seperti telepon kita ada 2 jaringan yang di bayar Cuma 1 
jaringan sekarang kita bayar semuanya. Jelas ini beban sekolah bertambah, 
karena per anak dikurangi Rp 2.000 yang siswanya disini 1112. Jadi 
pendapatan turun, bebannya naik. “ (Hasil wawancara dengan Bapak Herman 
selaku WAKA HUMAS, pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di 
SMA Negeri 16 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas berhentinya dana BOPDA sekolah secara 
mandiri membayar listrik, air, internet dan telepon. Berkurangnya biaya SPP dari 
BOPDA menyebabkan pihak sekolah pendapatannya berkurang. Awalnya dari Rp 
152.000 menjadi Rp 150.000 menjadi beban sekolah. Per anak berkurang Rp 2.000, 
dimana SMA 16 mempunyai murid 1112 siswa. Menurut keterangan sekarang 
pendapatan turun bebanya naik. Penetapan biaya SPP untuk SMA/SMK di Surabaya 







































Gambar 11 : Penetapan SPP SMA/SMK 2017 
Sumber : Data Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Surabaya 
 
Hal senada juga diutarakan oleh bapak Usman sebagai WAKA HUMAS 






















“Dampak yang paling kelihatan ya mas, sekarang pendapatan kita turun. Yang 
awalnya dari BOPDA 152.000 /siswa sekarang jadi 150.000 /siswa melalui 
SPP. Ketika sudah dialihkan ke provinsi seluruh beban pembayaran listrik, 
air, dan telepon dibebenakan kita semua. Jadi kita sebenarnya juga 
kebingungan untuk menutupi kekurangan biaya. Kalo kita naikan SPP kan 
gubernur juga sudah mengatur biaya SPP untuk SMA.” (Hasil wawancara 
dengan Bapak Usman selaku WAKA HUMAS, pada tanggal 15 November 
2017 pukul 08.30 WIB di SMA Negeri 10 Surabaya). 
 
Berdasarkan keternagan diatas dampak yang paling terasa berhentinya 
BOPDA bagi SMA Negeri 10 Surabaya adalah biaya pendapatan yang diterima 
menurun. Padahal beban sekolah bertambah , karena listrik, air dan telepon tidak 
dibiayai oleh Pemerintah. Jadi sekolah mandiri membayar tanggungan kebutuhan 
sekolah. 
Tanggapan berbeda dari Bapak Hari selaku WAKA Kurikulum SMK Negeri 1 
Surabaya mengenai dampak pemberhentian dana BOPDA ini, SMK Negeri 1 
Surabaya menyatakan tidak terlalu signifikan dampaknya. 
“Dampaknya tidak begitu terasa bagi SMK ini. Karena, dana BOPDA yang 
152.000 berhenti digantikan dengan sumber komite (SPP) yang 175.000 bagi 
jurusan bisnis/manajemen dan 215.000 bagi teknik. Sebelumnya kita juga 
mendapatkan 2 bantuan yang pertama BOPDA dari Pemerintah Kota dan BOS 
dari Pemerintah Pusat. Sekarang BOPDA berhenti, ya tinggal BOS saja.” 
(Hasil wawancara dengan Bapak Hari selaku WAKA Kurikulum, pada 
tanggal 30 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di SMK Negeri 1 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Hari selaku WAKA Kurikulum 
menyatakan tidak berpengaruh dampak dari pemberhentian BOPDA ini. Sumber 
komite sebagai pembiayaan SPP sebesar Rp 175.000 untuk manajemen dan Rp 
215.000 untuk teknik. Dana yang diterima dari sumber komite lebih besar dari dana 





















Hal senada dengan Bapak Hari juga diutarakan oleh Kepala Sekolah SMK 
Negeri 3 Surabaya Bapak Mudianto mengenai dampak pemberhentian dana BOPDA 
bagi SMK Negeri 3 Surabaya tidak terlalu besar dampaknya.  
“Selama ini untuk SMK 3 Surabaya dampaknya nggk begitu kelihatan mas. 
Karena, mendapatkan jumlah yang lebih besar dari sumber komite dan dana 
BOS dari pemerintah pusat yang setiap anak mendapatkan 1.000.000/tahun. 
SPP yang di tentukan oleh gubernur di bagi dua antara jurusan bisnis 175.000 
dan jurusan teknik 215.000 per bulannya. Nah kalau ada anak yang tidak 
mampu kita survey untuk mendapatkan keringanan SPP sesuai kemampuan 
mereka. Kalau mereka mengajukan kita akan survey, kalau tidak mengajukan 
ya tidak. Jadi walaupun bayar SPP tetep ada yang namanya keringanan. 
Sekolah dapet dari mana untuk menutupi ?, ya seadanya itu kita optimalkan 
katakanlah murid saya 1.600 siswa yang bayar hanya 1.500. ya dana 1.500 
siswa itu kita gunakan untuk 1.600 siswa di tambah dengan dana BOS yang 
kita dapatkan dari pemerintah pusat.” (Hasil wawancara dengan Bapak 
Mudianto selaku Kepala Sekolah, pada tanggal 1 November 2017 pukul 09.00 
WIB di SMK Negeri 3 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Mudianto selaku Kepala Sekolah SMK 
Negeri 3 Surabaya dampak pemberhentian dana BOPDA tidak begitu terasa. Bapak 
Mudianto menjelaskan bahwa dana yang didapat dari sumber komite lebih besar dari 
dana BOPDA yang didapat sebelumnya. BOS dari pemerintah pusat juga masih 
bergulir dengan setiap setiap siswa mendapatkan Rp 1.000.000 /tahun. SPP sebesar 
Rp 175.000 untuk manajemen dan Rp 215.000 untuk teknik perbulannya masih 
dianggap terlalu besar sebagian siswa. Bapak Mudianto juga menjelaskan bahwa 
setiap siswa yang membutuhkan bantuan keringanan akan disurvey sebelumnya. 
SMK 3 selalu mengoptimalkan dana yang diterima dari seluruh siswa yang mampu 






















2) Siswa SMA/SMK kembali membayar SPP 
Dampak berhentinya dana BOPDA bagi SMA/SMK juga berdampak pada 
siswa SMA/SMK yang ada di Surabaya. Beberapa siswa yang diwawancarai oleh 
penulis mengaku sangat keberatan mengenai pemberhentian BOPDA sehingga siswa 
kembali membayar SPP sebesar 150.000 untuk SMA dan siswa SMK sebesar 
175.000 untuk manajemen dan 215 untuk teknik. Ada juga beberapa siswa yang tidak 











Gambar 12 : SMA Negeri 16 Surabaya 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa siswa SMA Negeri 
16 Surabaya dan apa yang dirasakan siswa terhadap pemberhentian dana BOPDA  
“Iya mas, ketika berhenti saya sempat berfikir akan ada biaya tambahan lagi 
yang dikeluarkan oleh orang tua saya. Saya sempat menyayangkan juga, 





















SPP saya, kemudian tinggal beberapa 1 tahun lagi lulus malah bayar. 
(Wawancara dengan Radya Mahardika selaku siswa kelas XII, pada tanggal 
26 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB di SMA Negeri 16 Surabaya).”  
 
Berdasarkan keterangan diatas Radya mengaku dengan dicabutnya program 
BOPDA membuat pengeluaran orang tuanya bertambah. Radya sangat 
menyayangkan, karena tinggal 1 tahun lagi lulus SMA harus membayar SPP dan 
menambah beban orang tuanya. 
Hal senada juga diutarakan oleh Daniel Efraim siswa kelas XII mengenai 
pemberhentian dana BOPDA ini. 
“Ketika ada pengumuman sekarang bayar SPP lagi saya sempat kaget mas 
juga sempat kecewa. Karena, saya dari keluarga yang pas-pasan. Untung saja 
saya 1 tahun lagi lulus mas. Saya juga mau masuk perguruan tinggi mas. 
(Wawancara dengan Daniel Efraim selaku siswa kelas XII, pada tanggal 26 
Oktober 2017 pukul 11.15 WIB di SMA Negeri 16 Surabaya).” 
 
Berdasarkan keterangan diatas Daniel merasa kecewa dicabutnya dana 
BOPDA. Daniel berlatar belakang dari keluarga yang pas-pasan membuatnya merasa 
harus ada uang tambahan yang dicari oleh keluarganya.  
Tanggapan berbeda dari Tigo siswa kelas XI yang menanggapinya dengan 
dingin, terkait pemberhentian dana BOPDA  
“Saya juga sudah diberitahu oleh sekolah juga mas, mengenai sekarang bayar 
SPP lagi. Tapi, alhamdulillah orang tua saya masih sanggup membayar SPP 
saya. Orang tua saya juga bilang ke saya untuk sekolah saja. Tidak perlu 
mempermasalahkan itu. (Wawancara dengan Tigo  selaku siswa kelas XI, 
pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 11.30 WIB di SMA Negeri 16 
Surabaya).” 
 
Berdasarkan keterangan diatas Tigo sebagai siswa kelas XI  merasa orang 





















pusing mengenai pembayaran SPP ini. Orang tua dari saudara Tigo juga sudah 
menasihati agar tidak mempermasalahkan hal ini. 
Peneliti juga melakukan penelitian ke beberapa siswa SMA Negeri 10 
Surabaya untuk di wawancarai mengenai dampak pemberhentian program BOPDA di 
Surabaya. Hasil wawancara yang ditemukan di lapangan.  
“ya saya agak keberatan mas sekarang sekolah SMA bayar SPP lagi. Saya 
SMP dulu masih gratis, jadi enak sekolah waktu itu tidak memikirkan biaya 
sekolah.” (wawancara dengan Wira selaku siswa kelas X, pada tanggal 15 
November 2017 pukul 11.00 WIB di SMA Negeri 10 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Wira sebagai siswa kelas XI mengaku 
keberatan diberlakukanya lagi pembayaran SPP di Surabaya. Saudara Wira juga 
membandingkan dengan sewaktu dia masih berseragam SMP yang hanya tinggal 









Gambar 13 : SMA Negeri 10 Surabaya 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
Hal senada juga diutarakan oleh Bagas sebagai salah satu narasumber yang 





















“Dulu sebelum bayar SPP lagi enak kita sekolah tinggal sekolah mas. Kalo 
sekarang kita bayar SPP bayarnya sendiri mas lewat sekolahan dan kadang 
juga harus ngantri. Belum lagi nanti dikejar sama jatuh tempo pembayaran. 
banyak resikonya sih mas. Nanti kalo kita belum bayar sampai jatuh tempo 
kita dipanggil keruangan kepala sekolah. Kan bisa mengganggu akademis 
kita.” (wawancara dengan Bagas selaku siswa kelas XII, pada tanggal 15 
November 2017 pukul 11.10 WIB di SMA Negeri 10 Surabaya) 
 
Berdasarkan keterngan diatas Bagas siswa kelas XII mengaku  kerepotan 
untuk membayar SPP lagi. Saudara Bagas mengaku dengan diberlakukannya SPP 
mempunyai banyak resiko kalau lewat jatuh tempo bisa membuat setiap siswa 
terganggu akademisnya. 
Wawancara yang dilakukan peneliti ke siswa SMK, banyak siswa yang 
mengungkapkan keberatannya kembalinya membayar SPP di Surabaya. Beberapa 
siswa SMK menganggap sangat besar yang dikeluarkan untuk membayar SPP pada 
jenjang SMK ini. 
“Iya mas, menurut saya sangat memberatkan apalagi saya anak teknik kena 
215.000 perbulan SPPnya. Takutnya nanti orang tua beban dan SPP saya 
nunggak kan bisa pengaruh ke akademis saya mas.” (Wawancara dengan 
Abdillah selaku siswa kelas XI, pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 11.30 
WIB di SMK Negeri 1 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterngan diatas saudara Abdillah menganggap SPP untuk SMK 
sebesar 215.000/bulan sangat memberatkan. Saudara abdillah juga takut, karena 
orang tuanya nantinya akan terbabani sehingga menunggak uang SPP disekolah dan 
mengganggu akademisnya. 
Hal senada juga diutarakan oleh siswa kelas XI yang mengaku memberatkan 





















“Saya juga menyesalkan sekarang sudah tidak gratis lagi mas. Padahal enak 
dulu sebagian uang saku saya berlebih sekarang sudah kena potong untuk 
bayar SPP jadi tidak bisa buat nabung lagi mas.” (Wawancara dengan Bobby 
selaku siswa kelas XI, pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 11.45 WIB di 
SMK Negeri 1 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas pengaruh kembalinya diberlakukan SPP 
membuat uang saudara Bobby kena potong. Saudara Bobby mengaku bahwa 
sekarnag dnegan diberlakukannya kembali SPP membuat tidak bisa menabung lagi 








Gambar 14 : Lobby SMK Negeri 1 Surabaya 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
Peneliti juga mengambil data dari beberapa siswa. Peneliti mewawancarai 2 
siswa dan hasilnya menyatakan merasa terbebani SPP sekarang yang mahal. Peneliti 
melakukan wawancara dengan Rahmafian siswa kelas XII. 
“Ya mas, sekarang orang tua saya mencari pekerjaan lebih untuk membiayai 
sekolah saya. Saya juga kecewa kenapa sekolah bayar lagi. Belum bayar SPP 
belum nanti ada biaya tambahan untuk praktek. Tapi ya mau gimana lagi 
untung saja saya sebentar lagi lulus. Saya mau melanjutkan kerja setelah lulus 





















Rahmafian selaku siswa kelas XII, pada tanggal 1 November 2017 pukul 
11.00 WIB di SMK Negeri 3 Surabaya) 
 
Berdasarkan keterangan diatas saudara Rahmafian yang kecewa dengan 
diberlakukannya lagi biaya SPP, mengaku orang tuanya sekarang harus mencari 
pekerjaan lebih. Uang untuk praktek pun juga berlaku karena, Rahmafian adalah 
siswa SMK. Saudara Rahmafian juga mengaku setelah lulus akan mencari kerja 









Gambar 15 : Lobby SMK Negeri 3 Surabaya 
Sumber Dokumentasi Penulis 
 
Tanggapan berbeda diberikan oleh Bagus siswa kelas XI yang sekarang 
mendapatkan keringanan dari pihak sekolah. 
“Tadinya saya merasa berat mas membayar itu, sementara orang tua saya juga 
serba kekurangan. Tetapi setelah saya dan orang tua mengajukan keringanan 
Alhamdulillah sama sekolah diterima. Jadi SPP saya tinggal Rp 100.000 
/bulannya.”(wawancara dengan Bagus selaku siswa kelas XI, pada tanggal 1 






















Berdasarkan keterngan diatas saudara Bagus mengaku berlatar belakang dari 
keluarga yang kekurangan. Pihak sekolah juga memaklumi kekurangan saudara 
Bagus sehingga mendapatkan keringanan dari pihak sekolah. Saudara Bagus sangat 
terbantu dengan adanya bantuan dari pihak sekolah ini. 
3) Orang tua siswa bekerja lebih ekstra 
Dialihkannya kewenangan SMA/SMK ke Provinsi yang menyebabkan 
kembainya siswa SMA/SMK di Surabaya membayar SPP juga membuat wali murid 
keberatan. Wali murid ada yang megaku harus bekerja lebih ekstra untuk membiayai 
SPP anaknya. Peneliti juga mewawancarai beberapa wali murid yang ditemui di 
sekitar sekolah untuk mendapatkan data mengenai pemberhentian dana BOPDA, 
yang menyebabkan kembalinya ada pembayaran SPP.  
“Iya mas sekarang juga agak terbebani saya dengan SPP anak saya yang Rp 
215.000, saya dulu juga melakukan protes ke sekolah. Tetapi untungnya 
kepala sekolahnya pak Mudianto itu care sama wali murid dan juga 
menjelaskan mengapa sekarang bayar SPP lagi. Jadi wali murid itu paham apa 
yang terjadi sekarang.” (wawancara dengan Bapak Sigit selaku wali murid 
kelas XI, pada tanggal 1 November 2017 pukul 15.00 WIB di SMK Negeri 3 
Surabaya) 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Sigit selaku wali murid siswa kelas XI 
SMK Negeri 3 Surabaya mengaku SPP anaknya sebesar 215.000 /bulan sangat 
memberatkan beliau. Awal diberlakukannya membayar SPP secara mandiri  membuat 
Bapak Sigit protes ke sekolah. Beliau melakukan protes berlakunya uang SPP lagi, 
tetapi kepala sekolah sudah melakukan pertemuan dengan beberapa wali murid 





















Hal senada juga diutarakan oleh wali murid kelas X yang merasa terbebani 
dengan SPP ananya yang sekarang jadi Rp 215.000 /perbulan. 
“Ya berhubung anak saya jurusan teknik mas ya, perbulannya kena Rp 
215.000 /bulan. Ya saya merasa terbebani dengan SPP yang sebesar itu. 
Dilihat dari SMPnya dulu gratis setelah masuk SMK kok malah bayar SPP 
dan uang gedung juga.” (wawancara dengan Bapak Dana selaku wali murid 
kelas X, pada tanggal 1 November 2017 pukul 15.15 WIB di SMK Negeri 3 
Surabaya) 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Dana mengutarakan terbebani dengan 
uang SPP anaknya sebesar 215.000 /bulan. Beliau sangat menyayangkan pada waktu 
anaknya masih SMP dulu semuanya gratis tanpa biaya apapun. Setelah memasuki 
SMK uang SPP yang jumlahnya sangat besar menurutnya sangat memberatkan 
beliau. 
Hal senada juga diutarakan oleh wali murid SMA Negeri 16 mengenai 
diberlakukannya kembali pembayaran SPP anaknya. 
“Iya sekarang SPP tidak gratis lagi jadi harus mengeluarkan uang ekstra untuk 
bayar SPP anak saya yang SMA ini. Untung adiknya dirumah masih kecil 
masih SD. Nanti kakaknya sudah lulus kuliah mungkin bisa ganti tanggung 
jawabnya.” (Wawancara dengan Bapak Tamto  selaku wali murid siswa kelas 
XII pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 15.30 WIB di SMA Negeri 16 
Surabaya) 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Tamto mengutarakan bahwa semenjak 
diberlakukannya uang SPP dibayar secara mandiri membuat harus mengeluarkan 
uang ekstra. Beliau mengatakan masih beruntung adik dari Bapak Tamto yang SMA 
masih sekolah SD sehingga tidak membayar apapun. Sehingga tanggung jawab untuk 





















Tanggapan berbeda dari ibu Indriyanti selaku wali murid siswa kelas X yang 
anaknya baru masuk SMA. 
“Ya mau gimana lagi mas, itu sudah ada aturan dari pemerintah. Mau tidak 
mau ya harus bayar kan ini juga untuk masa depan anak saya. Saya juga sudah 
beruntung anak saya bisa sekolah di SMA favorit ini mas. (Wawancara 
dengan Ibu Indrayanti selaku wali murid siswa kelas X, pada tanggal 26 
Oktober 2017 pukul 15.45 WIB di SMA Negeri 16 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Ibu Indrayanti menanggapi dampak 
pemberhentian BOPDA ini berbeda dengan orang tua lainnya. Beliau mengutarakan 
bahwa itu sudah aturan pemerintah jadi sudah tidak bisa mengelak. Ibu Indrayanti 
juga sudah bersyukur bahwa anaknya bisa sekolah di SMA terfavorit di Surabaya. 
Peneliti juga melakukan wawancara ke beberapa wali murid siswa SMA 
Negeri 10 Surabaya dan beberapa wali murid menyebutkan 
“ya saya rasa tidak ada pengaruhnya mas kepada saya untung anak saya 
sekolah negeri jadi SPPnya tidak terlalu mahal mas. Ketimbang di Swasta kan 
biasanya ada ujian bayar lagi dan sebagainya.” (wawancara dengan Bapak 
Altaf selaku wali murid siswa kelas XII, pada tanggal 15 November 2017 
pukul 15.30 WIB di SMA Negeri 10 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Altaf mengaku tidak ada pengaruhnya 
dengan diberlakukannya lagi uang SPP ini. Beliau merasa uang SPP untuk sekolah 
negeri tidak semahal uang SPP di sekolah swasta yang masih memungut uang lagi 
diluar SPP. Jadi, beliau merasa beruntung anaknya bisa sekolah di SMA Negeri tanpa 
harus mengeluarkan biaya ekstra lagi, 
Hal senada disampaikan juga oleh wali murid siswa kelas XI yang 





















Ya selama ini udah beberapa bulan bayar SPP anak saya tidak ada 
pengaruhnya mas tidak terlalu membebani juga karena biayanya tidak terlalu 
besar. (wawancara dengan Ibu Yayuk selaku wali murid siswa kelas XI, pada 
tanggal 15 November 2017 pukul 15.45 WIB di SMA Negeri 10 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Ibu Yayuk selaku wali murid siswa kelas XI 
SMA Negeri 10 Surabaya. Beliau mengaku selama beberapa bulan sejak 
diberhentikannya dana BOPDA tidak ada pengaruhnya terhadap pengeluaran 
perekonomiannya. Beliau merasa tidak terbebani dengan uang SPP tersebut. 
Tanggapan dari wali murid kelas X yang hanya bisa mengikuti aturan dari 
pemerintah dengan membayar uang SPP lagi. 
“Ya tidak apa-apa mas, itu juga sudah ada aturannya. Saya juga tidak tahu 
kenapa Pemerintah Surabaya memberhentikan BOPDA apakah ada masalah 
kami juga tidak tahu. Saya juga berharap setelah anak saya sekolah disini bisa 
langsung kerja. Nanti kalau anak saya mau kuliah kan bisa biaya sendiri.” 
(Wawancara dengan Bapak Fariz wali murid kelas X, pada tanggal 30 
Oktober 2017 pukul 15.30 WIB di SMK Negeri 1 Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Fariz mengutarakan tidak 
mempermasalahkan pemberhentian dana BOPDA yang menyebabkan siswa 
SMA/SMK kembali membayar uang SPP. Beliau menganggap itu sedah aturan dari 
pemerintah. Beliau juga tidak mengetahui apa penyebab dana BOPDA berhenti. 
Bapak Fariz juga berharap anaknya setelah lulus dari SMK bisa langsung kerja . 
Tanggapan berbeda disampaikan walimurid kelas XI yang merasakan sangat 
berat SPP yang dibayarkan sebesar Rp 215.000 /bulan. 
“saya rasa ini sangat membertkan mas ya. Anak saya kan jurusan teknik kena 
uang SPP mahal ya saya harus berpikir 2x untuk membiayai anak saya. Tapi 
ya alhamdulillah selama ini ketika jatuh tempo pembayaran SPP selalu ada 





















XI, pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 15.45 WIB di SMK Negeri 1 
Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Bapak Antono selaku wali murid siswa kelas 
XI SMK Negeri 1 Surabaya mengaku uang SPP anaknya sangat memberatkan beliau. 
Bapak Antono harus berpikir 2x untuk membiayai SPP anaknya. Beliau juga 
mengaku bahwa ketika pembayar SPP hamper jatuh tempo beliau sanggup membayar 
SPP anaknya, sehingga tidak mengganggu akademis anaknya. 
b. Dampak Tidak Langsung 
Pemberhentian dana BOPDA yang terjadi pada SMA/SMK di Surabaya juga 
menimbulkan polemik juga pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya masih khawatir dengan nasib anak kurang mampu yang sebelumnya 
medapatkan dana BOPDA. Awal dari adanya program BOPDA memang untuk 
mensetarakan seluruh siswa yang ada di Surabaya. Ketika dana BOPDA berhenti 
impian pendidikan gratis itu kandas. Program BOPDA untuk sekolah padahal juga 
untuk seluruh biaya operasional sekolah menggaji GTT dan PTT. 
“pada awal tahun ini mas kita masih kebingungan apakah harus memasukan 
atau tidak dana BOPDA bagi SMA/SMK. Sampai akhirnya kita memasukan 
anggaran BOPDA ke APBD karena kita tetep kukuh SMA/SMK gratis. Ini 
masih awalnya juga Ibu Risma mengirimkan surat gugatan ke mahkamah 
konstitusi. Karena tidak ada regulasi yang membenarkan, kita kebingungan 
yang mengakibatkan anggran ini menganggur.” (Hasil wawancara dengan Ibu 
Iswati selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah, 
pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya) 
 
Berdasarkan wawancara diatas sampai awal tahun 2017 Pemerintah Kota 





















Surabaya masih tetap ingin pendidikan gratis di Surabaya. Ketika akhirnya polemik 
terjadi kebingungan karena tidak adanya regulasi yang membenarkan maka dana 
tersebut menganggur. 
Dialihkannya kewenangan SMA/SMK ke Provinsi membuat Pemerintah Kota 
tidak bisa mengelola SMA/SMK lagi. Penyaluaran dana untuk siswa kurang mampu 
tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, karena belum menemui titik 
temu atara Pemerintah Provinsi dan Pemeritnah Kota. Penjelasan dari Reni Astuti 
anggota komisi D DPRD Surabaya. 
"Masalah dana di APBD itu memang dalam mekanisme penganggarannya 
sudah salah saat itu. Di permendagri itu sudah dijelaskan pemerintah daerah 
tidak bisa menganggarkan dana dalam bentuk program kegiatan pada urusan 
yang bukan kewenangannya," (Dilansir : http://surabaya.tribunnews.com 3 
April 2018). 
 
Berdasrkan keterangan diatas mekanisme penganggaran APBD untuk 
membantu siswa SMA/SMK yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sudah salah. 
Permendagri sudah menjelaskan bukan kewenangan Pemerintah Daerah untuk 
menganggarkan dana dalam bentuk program kegiatan. 
Ketika Pemerintah Kota Surabaya menggugat ke SMA/SMK mengenai 
keputusan pemberhentian dana BOPDA bagi SMA/SMK. 
“Pada akhirnya kita kalah mas, sekarang sepenuhnya kewenangan SMA/SMK 
diambil Provinsi. karena dianggap sesama pemerintah kok saling ambil 
kekuasaan. Ibaratnya peraturan daerah kan yang buat pusat, daerah hanya 
melaksanakan. Lah sekarang daerah menuntut pusat kan nggk masuk akal.” 
(Hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi Kurikulum dan 
Pembinaan Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 2017 pukul 10.00 






















Berdasarkan keterangan diatas gugatan Pemerintah Kota ke Mahkamah 
Konstitusi kalah dan kewenangan SMA/SMK di alihkan ke Provinsi. Mahkamah 
Konstitusi menganggap tuntutan itu salah karena sesama Pemerintah saling 
memperebutkan kekuasaan.  
Sementara yang terjadi berhentinya dana BOPDA Dinas Pendidikan Kota 
mendapatkan tuntutan dari suatu lembaga. 
“Makanya tidak adanya BOPDA itu mas, kemarin kita pihak dinas dituntut 
sama lembaga yang mengatasnamakan KEMENKUMHAM. Mereka 
menganggap kita menelantarkan anak warga Surabaya. Padahal kita kan 
sudah beretikat baik sampai ke Jakarta terkait dengan ini. Tapi kan yang di 
acc bukan kemauan Pemerintah Kota. Karena kan anggaran untuk 2017 
SMA/SMK dialihkan yang dulunya ada, karena prosedur pemberiannya kan 
tidak semudah itu mas ya. Nah, akhirnya tuntutan kalah dana untuk 
SMA/SMK dipindahkan ke SMP untuk sarana prasarana SMP semuanya 
diganti. “ (Hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Kepala Seksi 
Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah, pada tanggal 16 November 
2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Surabaya). 
 
Berdasarkan keterangan diatas terjadinya pemberhentian dana BOPDA 
mengakibatkan adanya tuntutan yang diterima Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari 
suatu lembaga yang mengatasnamakan KEMENKUMHAM. Mereka menganggap 
Dinas Pendidikan Kota telah menelantarkan anak warga Surabaya. Padahal Dinas 
Pendidikan mengaku telah mengusahakan kewenangan SMA/SMK tetap mereka 
yang pegang dengan mengirimkan surat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dana 
BOPDA SMA/SMK yang telah masuk ke anggaran APBD juga telah diberikan ke 





















3. Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Setelah Kewenangan 
SMA/SMK dialihkan ke Provinsi 
Terkait kewenangan SMA/SMK di limpahkan ke Provinsi, otomatis dana 
BOPDA yang diberikan ke SMA/SMK melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
berhenti. Pemerintah Provinsi memiliki perencanaan untuk para siswa SMA/SMK 
yang tidak mampu melalui program BKSM (Bantuan Khsuus Siswa Miskin) dan 
BIDIK MISI. Dinas Pendidikan Provinsi juga mempunyai program double track, 
terkait anak putus sekolah hanya untuk anak yang nikah usia muda. 
“Jadi untuk menggantikan dana BOPDA ini kita mempunyai program BKSM 
sama BIDIK MISI. Bedanya, BKSM untuk siswa miskin tidak berprestasi jadi 
benar-benar anak yang tidak mampu. kemudian, BIDIK MISI untuk siswa 
kurang mampu yang berprestasi salah satu syarat untuk mendapatkan BIDIK 
MISI siswa harus mendapatkan nilai UN rata-rata 8,50. BKSM dan BIDIK 
MISI biaya yang didapat siswa itu sama Rp 780.000/tahun.  Yang merima 
BKSM itu tidak boleh yang sudah menerima kartu KIP (Kartu Indonesia 
Pintar).” (Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku Kepala Seksi Sekolah 
Menengah, pada tanggal 20 November 2017 pukul 09.00 WIB di Cabang 
Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur). 
 
Berdasarkan keterangan diatas ada pengganti dana BOPDA, tetapi hanya 
untuk siswa yang kurang mampu saja. BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) 
program ini ditujukan untuk siswa yang kurang mampu tidak berprestasi. Ditinjau 
dari pihak sekolah langsung survey ke rumah tinggal siswa dan yang sudah menerima 
KIP tidak bisa mendapatkan dana BKSM. BIDIK MISI untuk siswa kurang mampu 
berprestasi. Setiap siswa kurang mampu berprestasi bisa mendapatkan bantuan 
BIDIK MISI minimal rata-rata nilai UN SMP 8,50. Setiap tahun siswa yang 






























Gambar 16 : RAKOR Pendidikan Tahun 2017 
Sumber : www.suaramedianasional.co.id 
 
Setelah berhentinya dana BOPDA itu tidak mempengaruhi angka putus 
sekolah. Angka putus sekolah yang sempat diisukan meningkat, ternyata hanya untuk 
anak yang nikah diusia muda. 
“Karena kita juga sudah punya aturan ya, bahwa kita tidak boleh membiarkan 
anak yang tidak punya biaya untuk sekolah. Karena setiap lembaga itu harus 
ada anak yang miskin. Putus sekolah itu hanya untuk yang nikah usia muda. 
Jadi sedah dicanangkan dari dulu kita memperkecil angka putus sekolah.” 
(Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah, 
pada tanggal 20 November 2017 pukul 09.00 WIB di Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur). 
 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa berhentinya dana BOPDA tidak 
mempengaruhi angka putus sekolah. Hasil laporan yang diterima sudah ada aturan 
dari pemerintah provinsi bahwa tidak boleh membiarkan anak tidak mampu. Anak 
putus sekolah hanya dari kriteria bahwa anak tersebut menikah dini, perilaku criminal 





















kurang mampu bisa bersekolah adalah dengan program-program bantuan khusus 
siswa miskin. 
Program double track yang dicanangkan Pemerintah Provinsi untuk 
menambah ketrampilan sisiwa SMA/SMK. 
Program double track itu setiap anak harus ada keahlian/ketrampilan. Itu nanti 
untuk bekal siswa bisa melanjutkan kerja atau sekolah lagi. Dan yang melatih 
itu dari lembaga P2K. nanti setiap siswa punya keahlian antara lain tata boga, 
otomotif, dan furniture. (Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku Kepala Seksi 
Sekolah Menengah, pada tanggal 20 November 2017 pukul 09.00 WIB di 
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Pemerintah Provinsi mempunyai program 
double track. Setiap siswa harus mempunyai keahlian lain untuk bisa melanjutkan 
bekerja atau sekolah setelah lulu. Program ini tidak hanya untuk sekolah kejuaruan 
atau SMK tetapi siswa SMA akan diberikan keahlian khusus. Didukung dengan 











Gambar 17 : Pengembangan SMK MINI 






















Upaya Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan SMA/SMK adalah 
dengan mengembangkan SMK mini di pondok pesantren sesuai dengan kebijakan 
pembangunan pendidikan tahun 2014-2019. 
Pengembangan SMA/SMK itu sekarang di pondok pesantren itu ada SMK 
mini. SMK mini itu sekolah kejuruan yang ada di pondok pesantren. Nanti 
pondok pesantren diberikan bantuan sarana dan prasarana untuk 
mengembangkan kemampuan santrinya. Dananya nanti dari Pemerintah 
Provinsi sebesar 250.000.000 / tahun. (Hasil wawancara dengan Ibu Ika 
selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah, pada tanggal 20 November 2017 
pukul 09.00 WIB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya 
Provinsi Jawa Timur). 
 
Berdasarkan keterangan diatas Pemerintah Provinsi juga sedang gencarnya 
menjalankan program SMK mini di pondok pesantren program ini tertera pada 
rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2014-2019. Program ini 
mengkhususkan pondok pesantren ada sekolah kejuruan untuk mengembangkan 
kemampuan para santri. Bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah 
Provinsi sebesar Rp 250.000.000 /tahun untuk pondok pesantren yang sudah ada 
SMK mini. 
 
C. Pembahasan Data dan Fokus Penelitian 
1. Gambaran umum Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah 
(BOPDA) SMA/SMK sebelumnya 
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) adalah sejumlah anggaran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperutukkan bagi Sekolah 





















Pertama Negeri (SMPN)/ Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/ 
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/ 
Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT)/ Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN)/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Bantuan Operasional 
Pendidikan (BOPDA) dikelola agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan 
akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah. Bantuan Operasional 
Pendidikan Daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dan 
dianggarkan secara proporsional sesuai dengan kode rekening yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah kota Surabaya. 
BOPDA merupakan dana dari APBD Kota Surabaya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di Kota Surabaya dengan cara membebaskan pembayaran sekolah 
terhadap siswa mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Seperti 
yang disampaikan Sukmawati (2015) Dana BOPDA ini di berikan setiap tiga bulan 
sekali, gunanya untuk memberikan biaya sekolah gratis bagi semua murid di kota 
Surabaya. Sehingga dengan diberikannya dana BOPDA ini masyarakat kota Surabaya 
dapat terbantu untuk mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua murid. Program 
BOPDA muncul karena adanya sumber anggaran yang berasal dari dana Anggararan 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BOPDA dialokasikan kepada seluruh 
penyelenggara pendidikan yang berada di kota Surabaya. 
a. Penyedia Dana 
Menurut Priyono (2005:2) berlakukannya otonomi daerah, seluruh 





















Daerah. Konsekuensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada 
hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada dibawah kendali 
Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan provinsi yang berada dibawah kendali 
Pemerintah Provinsi. Konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola 
pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Daerah 
memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan 
dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari Pusat dan Provinsi tetap 
dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat 
di dalam APBD kabupaten/kota.   
Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Priyono bisa 
dikatakan penyedia dana untuk program BOPDA untuk SD hingga SMA yang ada di 
Kota Surabaya sudah menyangkut dengan teori yang diungkapkan Priyono. 
Pemerintah Kota Surabaya menggunakan APBD sebesar 32% sebagai penyedia dana 
BOPDA. Dana BOPDA sendiri diperuntukkan anak yang ber-KK (Kartu Keluarga) 
Surabaya diluar anak Surabaya hanya mendapatkan kuota 1%. 
Teori penunjang menurut Suwandi (2012:175)  alokasi dana untuk pendidikan 
perlu semakin ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh sekolah/madrasah yang 
memerlukan dana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Hal itu 
didasarkan pada alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2004 dialokasikan 
menurut sektor, yaitu ke 20 sektor salah satunya sektor pendidikan. Menurut suwandi 





















b. Alur Pemberian Dana ke Sekolah 
Berdasarkan teori Suwandi (2012:176) mengenai pola penyaluran dana ke 
sekolah ada beberapa langkah yang dikemukakan Suwandi sebagai acaun setiap 
Daerah agar pemberian dana tidak melenceng. 
1) Melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kota yang berperan sebagai 
memberikan informasi yang rinci jumlah sekolah, besarnya dana, dan program 
bantuan. Setelah mengetahui peta sekolah dapat memudahkan Pemerintah 
Pusat mengevaluasi dan mengontrol setiap sekolah. 
2) Menggunakan system informasi sebagai perencanaa dan pemanfaatan dana 
bantuan yang diberikan. Penggunaan system informasi ini membuat 
penerimaan dana lebih efisien, transparan dan mencapai sasaran yang 
diharapkan. 
3) Fungsi kontrol dan pelaksanaan monitoring, supervisi, dan evaluasi program 
perlu dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi. Fungsi control tersebut 
diperlukan, sekaligus untuk melakukan pembinaan. Penyaluran dana yang 
langsung dari pusat ke sekolah terjadi pengendalian secara optimal. 
Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Suwandi bisa 
dikatakan pola penyaluran dana sekolah dari program BOPDA sudah menyangkut 
teori yang diungkapkan oleh Suwandi. Dinas Pendidikan Surabaya diketahui sudah 
mempunyai informasi mengenai perencanaan penggunaan dana setiap sekolah 
sebelum dana itu dicairkan. Setiap sekolah juga memiliki system informasi dan 





















BOPDA selama satu tahun. System informasi yang dibuat Dinas Pendidikan Kota 
sudah mencantumkan harga-harga barang dan jasa yang diperlukan sekolah agar tidak 
ada penyelewengan harga pada setiap sekolah. 
  Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang dana pendidikan pada pasal 
83 ayat 2 Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Pusat atau 
pemerintah daerah ke satuan pendidikan. petugas pada lembaga yang terlibat dalam 
penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada 
satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat 
perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor 
pelayanan perbendaharaan daerah.  Diterbitkannya surat perintah membayar melalui 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Kas Daerah Surabaya setelah satuan pendidikan 
(sekolah) mempunyai RKA untuk BOPDA penyaluran dana pendidikan harus segera 
dilakukan. 
c. Penggunaan Anggaran Dana BOPDA 
Nanang Fattah dalam Mulyono (2010: 23) mengatakan bahwa anggaran biaya 
pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain yaitu sisi anggaran 
penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan 
yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental, yang diterima 
dari berbagai sumber resmi, sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang 
yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.  





















porsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari 
waktu ke waktu.  
Menurut Nanang Fattah dalam Mulyono (2010:23) mengatakan bahwa biaya 
pendidikan ada biaya langsung (direct cost) Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa 
berupa pemberian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, 
baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua,  maupun siswa sendiri. 
Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Nanang Fattah dalam 
Mulyono bisa dikatakan penggunaan anggran sekolah melalui dana BOPDA sudah 
menyangkut teori yang diatas. Setiap sekolah di Surabaya menerima dana BOPDA 
secara berbeda-beda, karena dilihat dari jumlah siswa yang terdaftar disekolah 
tersebut. Penerimaan dana BOPDA dari 2008-2017 yang diterima sekolah selama ini 
selalu dalam kurun waktu setahun dibagi tiga triwulan pencairannya. Dana BOPDA 
hanya boleh digunakan sekolah sebagai biaya operasional sekolah. Biaya operasional 
meliputi pembayaran GTT (Guru Tidak Tetap), sarana prasaran, dan bahan untuk 
praktek. Dana BOPDA tidak diperuntukkan pembangunan gedung sekolah, karena 
gedung sekolah milik pemerintah.  
Menurut Ferdi W.P (2013:572) sebagai teori penunjang penggunaan anggaran 
harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) harus ada laporan dari biaya; 2) laporan 
harus dibuat secara uniform, yaitu dengan standar fungsional yang sama; dan 3) 
laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi lembaga itu. Biaya yang 





















cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) perhitungan biaya pendidikan 
ditentukan oleh kegiatan dan biaya satuan, meliputi gaji guru, sarana prasarana 
pembelajaran dan dukungan pembiayaan mencakup pengadaan dan pemeliharaan.  
d. Kendala Yang Di Alami Ketika Dana BOPDA akan Dicairkan dan Sesudah 
Dicairkan Selama ini 
Menurut Suwandi (2012:176) pada teori pola penyaluran dana pendidikan di 
sekolah menyebutkan penyaluran dana pendidikan baik dari pemerintah pusat dana, 
dana dari APBD Kabupaten/Kota hampir semua terjadi hambatan dalam pencairan 
dana, terutama penyampaian dana dari sumber pemberi dana. Memperlancar 
pencairan hendaknya pemberi dana mengusahakan pengiriman dana sampai sekolah 
tepat pada waktu yang dijadwalkan. Keterlambatan waktu pencairan dana selalu 
berdampak negatif dalam pelaksanaan program sekolah dan mempersulit sekolah 
dalam mencari sumber dana lainnya untuk merealisasikan program yang telah 
direncanakan.  
Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Suwandi bisa 
dikatakan kendala pencairan dana BOPDA ke sekolah bukan dari Pemerintah Pusat 
maupun Dinas Pendidikan Kota. Hasil dari lapangan, narasumber yang diwawancarai 
peneliti menyebutkan pihak sekolah yang kerap mengulur waktu pengumpulan 
laporan akhir triwulan. Ketika awal tahun pemerintah mencairkan seluruh dana ke 
seklah secara bersama, pertengahan triwulan bulan februari Dinas memberikan 
pengumuman ke sekolah agar mengumpulkan laporan anggran. Jika ada sekolah yang 





















yang menyebabkan keterlambatan waktu pencairan dana BOPDA di Surabaya selama 
ini adalah pihak sekolah sendiri yang tidak segera mengumpulkan laporan anggaran 
akhir triwulan. 
2. Dampak pasca pemberhentian Program Bantuan Operasional Pendidikan 
Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK yang dialihkan kepada Provinsi 
Dampak kebijakan menurut Winarno (2007:23) dampak adanya kebijakan 
menimbulkan akibat-akibat dari masyarakat maupun suatu kelompok. Dampak yang 
ditimbulkan juga bisa berkonotasi positif dan bisa juga berkonotasi negatif.  Dampak 
itu bersifat merubah atau membentuk sisi yang lain karena adanya sesuatu yang 
mempengaruhi. Dampak itu bisa dapat berupa hal positif maupun negatif berdasarkan 
kuatnya pengaruh yang dibawa oleh penyebabnya. Dampak juga dapat menciptakan 
kebiasaan atau budaya baru.  
Berdasarkan penelitian yang ditulis peneliti teori Winarno mengacu pada 
undang-undang yang diteteapkan Pemerintah Pusat yaitu Undang-undang No. 23 
Tahun 2014 pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan “pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta daerah 
Kabupaten/Kota”. Jadi urusan Pemerintah Pusat dibagi kepada Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang menjadikan kewenangan SMA/SMK di 
Surabaya dipegang oleh Pemerintah Kota dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur yang memegang kewenangan SMA/SMK.  
Beralihnya kewenangan SMA/SMK di Surabaya ke Pemerintah Provinsi 





















SMA/SMK berhenti. Terminasi kebijakan Winarno (2014:256), menunjuk kepada 
terminasi badan atau agen, pengarahan kembali kebijakan dasar, eleminasi program, 
terminasi parsial, dan penghematan keuangan. Adapun tipe-tipe terminasi, yaitu 
sebagai berikut : 
1) Terminasi fungsional, menunjuk kepada suatu wilayah secara keseluruhan.  
2) Terminasi organisasi, menunjuk kepada eliminasi suatu program secara 
keseluruhan.  
3) Terminasi kebijakan, menunjuk kepada eliminasi suatu kebijakan pada waktu 
teori yang mendasari atau pendekatan tidak lagi dibutuhkan atau dipercayai 
benar. 
4) Terminasi program, menunjuk kepada tindakan-tindakan khusus yang 
dirancang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. 
Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Winarno bisa 
dikatakan terminasi kebijakan yaitu berhentinya program BOPDA meliputi sebagai 
berikut : 
1) Terminasi Fungsional dijelaskan bahwa kewenangan SMA/SMK yang 
sebelumnya dipegang Pemerintah Kota Surabaya dialihkan ke Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. 
2) Terminasi Organisasi dijelaskan adanya eliminasi program yaitu program 
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi SMA/SMK di 






















3) Terminasi kebijakan dijelaskan eleminasi kebijakan tidak sepenuhnya tidak 
dibutuhkan lagi sebab Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 47 Tahun 2013 
pasal 16 ayat 1 menyatakan "pemerintah daerah menjamin terselenggaranya 
program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah". 
Pada ayat 2 dinyatakan "satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah 
daerah dilarang memungut biaya operasional kepada peserta didik, orang tua 
dan walinya". Jadi, Pemerintah Kota Surabaya teteap menyelenggarakan 
BOPDA tetapi hanya untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). 
4) Terminasi program dijelaskan berhentinya dana BOPDA yang menyebabkan 
siswa SMA/SMK di Surabaya kembali membayar SPP secara pribadi. 
Membuat Pemerintah Provinsi mempunyai Rencana Strategis 2014-2019 yang 
didalamnya terdapat beberapa program untuk mengembangkan SMA/SMK di 
Jawa Timur lebih berkembang dan siswa yang memiliki kekurangan biaya 
akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi. 
a. Dampak Langsung 
Dampak yang ditimbulkan berhentinya dana BOPDA bagi SMA/SMK di 
Surabaya menyebabkan beberapa kelompok tertentu merasa dirugikan. Dampak 
kebijakan menurut Dye dan Anderson dalam Akib (2009:6-7) menyebutkan Dampak 
kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Obyek yang dimaksud sebagai 
sasaran kebijakan harus jelas, misalnya orang miskin, pengusaha kecil, anak 





















 Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan  Dye dan Anderson 
dalam Akib (2009:6-7) mengenai dampak langsung melalui kelompok target yang 
ditimbulkan dari berhentinya program BOPDA bagi SMA/SMK. Peneliti 
menyimpulkan bahwa beberapa kelompok target yang dipilih oleh peneliti 
mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. 4 (empat) sekolah yang dipilih peneliti 
rata-rata sekolah SMA yang merasakan langsung dampak berhentinya BOPDA. 
Biaya operasional yang sebelumnya didapat dari program BOPDA sebesar Rp 
152.000 /siswa menjadi Rp 150.000 /siswa yang didapat dari sumber komite. SMA 
Negeri 16 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya mengaku pendapatan berkurang 
dan bebannya menjadi naik akibat dari berhentinya dana BOPDA. Sementara sekolah 
SMK Negeri 1 Surabaya dan SMK Negeri 6 Surabaya yang didatangi peneliti untuk 
mengambil data mengaku dampak yang ditimbulkan dari berhentinya dana BOPDA 
tidak begitu terasa. Sumber komite yang menjadi pengganti dana BOPDA lebih besar 
jumlahnya yang awalnya Rp 152.000 /siswa  dari semua jurusan menjadi Rp 175.000 
/siswa untuk manajeman dan Rp 215.000 /siswa untuk teknik menjadikan pendapatan 
sekolah SMK menjadi bertambah. 
 Dampak yang dirasakan dari kalangan siswa dan wali murid SMA/SMK 
mengenai pemberhentian dana BOPDA yang telah peneiti wawancarai berbeda-beda 
juga. beberapa siswa yang diwawancarai mengaku merasa keberatan dengan 
berhentinya dana BOPDA yang menyebabkan SPP dibayar oleh pribadi. Beberapa 
pribadi siswa sekarang juga terganggu karena memikirkan orang tuanya mencari 





















SMA yang diwawancari tidak mempermasalahkan berhentinya BOPDA yang 
menyebabkan SPP dibayar secara mandiri. Sementara siswa dan wali murid SMK 
yang diwawancarai peneliti banyak yang mengaku bahwa sangat keberatan dengan 
biaya SPP yang mahal. Bahkan ada salah satu siswa SMK yang uang jajannya di 
potong untuk membayar uang SPP, ini bisa menyebabkan psikis anak terganggu. 
Sementara wali murid siswa SMK ada yang mengaku harus mencari kerjaan lebih 
agar mampu menyekolahkan anaknya sampai selesai. 
b. Dampak Tidak Langsung 
Dampak yang ditimbulkan berhentinya dana BOPDA bagi SMA/SMK di 
Surabaya menyebabkan beberapa kelompok tertentu merasa dirugikan. Dampak 
kebijakan menurut Dye dan Anderson dalam Akib (2009:6-7) menyebutkan Dampak 
kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal 
ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena sejumlah outcome kebijakan 
publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. 
 Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Dye dan Anderson 
dalam akib (2009:6-7) ada juga dampak yang dirasakan terhadap kelompok lain 
kepada berhentinya dana BOPDA bagi SMA/SMK di Surabaya. Tuntuan Pemerintah 
Kota Surabaya yang di tolak oleh Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan masalah 
kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Lembaga yang mengatasnamakan 
KEMENKUMHAM menuntun Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menelantarkan 





















memegang kewenangan SMA/SMK kalah di Pengadilan. Mahkamah Konstitusi 
menganggap sesama Pemerintah saling ingin mendapatkan kekuasaaan. 
3. Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Setelah Kewenangan 
SMA/SMK dialihkan ke Provinsi 
Dilimpahkannya kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi membuat 
banykanya isu-isu strategis yang muncul. Keraguan masyarakat dengan tidak adanya 
bantuan dalam dunia pendidikan membuat masyarakat semakin resah. Pemerintah 
Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai program untuk 
mengembangkan kualitas dan mutu SMA/SMK yang ada di Jawa Timur. Peneliti juga 
sudah terjun langsung kelapangan untuk mengetahui program apa saja yang sudah 
dicanangkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
Mengenai berhentinya Program BOPDA Di Surabaya membuat siswa 
SMA/SMK kembali membayar SPP secara mandiri, banyak beberapa siswa yang 
menyayangkan program tersebut berhenti terlebih lagi siswa kurang mampu. Dinas 
Pendidikan Provinsi membuat beberapa program untuk mendongkrak agar siswa 
tidak mampu tidak putus sekolah. Program tercipta dari adanya administrasi 
pembangunan yang telah mengalami proses pengembangan seiring dengan 
banyaknya perhatian terhadap permasalahan pembangunan. Pengertian dari program 
ialah : 
“program is tean to mean a form of organized social activity with specific 
objective, limitedin space and time. It often consist of an interrelated group of 
project and usually limited to one or more an going organizations and 
activities”. Artinya, bahwa program diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan 





















waktu. Program selalu berisikan dengan sebuah kelompok yang saling terkait 
dengan proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi yang 
sedang berjalan dan melakukan kegiatan. Zauhar (1993:1) 
 
 Adanya program dalam kegiatan pembangunan akan dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan (problem solving). Semakin banyak permaslahan yang timbul 
maka semakin banyak pula program yang dibutuhkan. Selain sebagai Problem 
solving, program dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi kepada 
masyarakat melalui program yang ada. 
Berdasarkan penelitian dan dari teori yang dikemukakan Zauhar (1993:1) bisa 
dikatakan. Program yang dibuat Dinas Pendidikan Provinsi sudah menyangkut teori 
diatas mengenai program dapat menyelesaikan masalah timbul serta meningkatkan 
motivaasi dan inovasi kepada masyarakat melalui program Dinas Pendidikan 
Provinsi. Awal dari permasalahan di Kota Surabaya adalah berhentinya dana BOPDA 
sehingga siswa kembali membayar SPP secara mandiri. Kekhawatiran yang muncul 
kepada siswa yang kurang mampu yang tidak mampu membayar SPP, sekarang ada 
solusinya. Peneliti yang terjun langsung kelapangan mendapatkan data bahwa DInas 
Pendidikan Provinsi mempunyai program BKSM (Bantuan Khsusu Siswa Miskin) 
dan BIDIK MISI. Bedanya BKSM dan BIDIK MISI, BKSM adalah bantuan khusus 
siswa kurang mampu yang tidak berprestasi, untuk mendapatkan BKSM wajib ada 
pensurveyan dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengetahui apakah siswa tersebut 
layak mendapatkan BKSM dan BIDIK MISI adalah bantuan siswa kurang mampu 





















mendapatkan nilai UN rata-rata 8,50. Dana yang diterima siswa dari BKSM dan 














Tabel 4 : Kelompok  Sasaran Pembangunan Pendidikan 2014-2019 
Sumber : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 
 
Tabel diatas menunjukan sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Timur 
melalui beberapa program. Beberapa program untuk mengembangkan pendidikan di 
Jawa Timur adalah program SMK MINI. Program ini bertujuan untuk 
mengembangkan  dan menyiapkan tenaga kerja terampil di Pondok Pesantren. 
Pondok Pesantren yang mempunyai SMK MINI diberikan dana Rp 250.000.000 
































Pendidikan Daerah di 
Surabaya sebelumnya : 
a. Penyedia Dana 
 
b. Alur pemberian 






d. Kendala yang di 






a. Penyedia Dana 
 
Program BOPDA adalah 
belanja langsung Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya 
yang diambil dari APBD 
sebesar 32%. 
 
b. Alur pemberian dana ke 
sekolah 
 
Alur pencairan dana BOPDA 
ke sekolah. Dari Pemerintah 
Kota ke KAS Daerah 
kemudian di alirkan ke 
Rekening setiap sekolah. 
 
c. Penggunaan anggaran 
BOPDA 
 
BOPDA dipergunakan untuk 
operasional sekolah, 40% 
Barang dan 60% jasa dalam 
pembagian penggunaan. 
d. Kendala pencairan dan 
BOPDA 
 
Awal tahun pencairan dana 
BOPDA dilakukan serentak, 
pertengahan triwulan Dinas 
memberikan informasi agar 
segera membuat laporan. 
Bagi sekolah yang sudah 
melaporkan penggunaan 
anggaran BOPDA pada 
triwulan berikutnya akan 
segera dicairkan. Beberapa 















































a. Dampak langsung 























a. Dampak Langsung 




BOPDA membuat beban 
SMA semakin naik. 
Pendapatan dari sumber 
komite hanya Rp 150.000 
/siswa berkurang dari 
BOPDA sebesar Rp 152.000 
/siswa. Sementara sekolah 
SMK tidak terlalu berdampak 
karena pendapat dari sumber 
komite sebesar Rp 175.000 
/siswa manajemen dan Rp 
215.000 /siswa teknik. 
 
2) Siswa SMA/SMK 
kembali membayar SPP 
 
Beberapa siswa SMA/SMK 
yang diwawancarai oleh 
peneliti menyebutkan bahwa 
sangat keberatan dengan 
berhentinya Program 
BOPDA. Terutama siswa 
SMK yang dinilai SPPnya 
tinggi. 
 
3) Orang tu siswa bekerja 
lebih ekstra 
 
Beberapa wali murid yang 
diwawancarai oleh peneliti 
menyebutkan ada yang 
mencari pekerjaan tambahan 
untuk membiayai SPP 
anaknya. 
 
b. Dampak tidak langsung 





















Tabel 5 : Hasil Temuan Penelitian di Lapangan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis
Surabaya menerima 
tuntutan dari suatu 
lembaga 
 
Dampak yang ditimbulkan 
berhentinya program 
BOPDA, Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya menerima 
tuntuta dari lembaga yang 
mengatasnamakan 
KEMENKUMHAM, karena 
tidak memelihara anak warga 






















Pendidikan Provinsi untuk 
meningkatkan kualitas 
pendidikan bisa dilihat dari 
program SMK Mini pada 
pondok pesantren untuk 


























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui hasil wawancara 
dengan beberapa narasumber terkait mengenai Dampak Pemberhentian Bantuan 
Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Bagi SMA/SMK di Surabaya, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Berdasarkan gambaran umum yang diperoleh peneliti dari sumber terkait bahwa 
program BOPDA sebelumnya diperuntukan satuan pendidikan jenjang SD 
hingga SMA/SMK. penerima dana BOPDA setiap sekolah berbeda-beda dilihat 
dari jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah tersebut.   
a. Penyedian Dana 
Program BOPDA merupakan belanja Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang 
diambil dari APBD Pemerintah Kota Surabaya. Program BOPDA dianggarkan 
sebesar 32%. Besaran BOPDA setiap jenjang untuk SD Rp 29.000 /siswa, SMP Rp 
80.000 /siswa, dan SMA/SMK 152.000 /siswa.  
b. Alur Pemberian Dana BOPDA 
Anggaran dari Pemerintah Kota turun ke KAS Daerah Dinas mempunyai 
Surat Pemerintah membayar yang di share ke sekolah. Sekolah mempunyai RKA dari 
jumlah yang diperoleh jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. KAS Daerah 





















awal triwulan per tahun. 
c. Penggunaan Anggaran Dana BOPDA 
Penggunaan anggran BOPDA sudah diatur 60% untuk barang dan 40% untuk 
barang. BOPDA tidak diperbolehkan untuk membangun gedung dalam bentuk fisik 
hanya untuk merenovasi 
d. Kendala yang dialami 
Awal tahun penerimaan BOPDA dilakukan secara serentak ke setiap sekolah. 
Pertengahan triwulan tidak bisa serentak karena, sekolah harus mengirimkan laporan 
anggaran kepada Dinas. Sekolah yang paling awal mengirimkan laporan, akan cair 
untuk BOPDA periode berikutnya. Beberapa sekolah ada yang telat untuk 
mengirimkan laporan sehingga tidak cair-cair.   
2. Dampak Pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi 
menyebabkan berbagai polemik pada sekolah SMA/SMK yang mengakibatkan 
dampak langsung dan dampak tidak langsung pada kasus ini. 
a. Dampak Langsung 
1) Beban sekolah semakin bertambah 
Bergantinya sumber pendapatan sekolah yang awalnya Rp 152.000 /siswa dari 
dana BOPDA sekarang menjadi Rp 150.000 /siswa dari sumber komite membuat 
pendapatan sekolah menurun.  
2) Siswa SMA/SMK kembali membayar SPP 
Seiiring pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi otomatis 





















Surabaya membayar SPP. 
3) Orang tua siswa bekerja lebih ekstra 
Beberapa wali murid siswa SMA/SMK yang diwawancarai oleh peniliti 
mengaku ada harus bekerja lebih untuk bisa membiayai SPP sekolah anaknya. 
b. Dampak Tidak Langsung  
1) turunnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 membuat Pemerintah Kota 
Surabaya melayangkan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi sebab masih ingin 
memberikan pendidikan gratis pada SMA/SMK di Kota Surabaya. Tuntunan 
tersebut ditolak dan mengakibatkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima 
tuntuan dari suatu lembaga yang mengatasnamakan KEMENKUMHAM.  
3. Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Setelah Kewenangan 
SMA/SMK dialihkan ke Provinsi 
Kewenangan SMA/SMK yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi membuat 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai perencanaan untuk 
mengambangkan SMA/SMK yang ada di Jawa Timur. Pembangunan kualitas dan 
meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan Dinas Provinsi Jawa Timur 
dapat dilihat dari program yang telah disususn di RENSTRA (Rencana Strategis) 
2014-2019 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beberapa peraturan yang dibuat 
























Saran yang bisa diberikan oleh penulis mengenai dampak pemberhentian 
program Bantuan Operasional Daerah bagi SMA/SMK di Surabaya : 
1. Pemerintah Kota Surabaya dapat memaksimalkan anggaran pendidikan tahun 
2017 yang semula untuk SD-SMA/SMK. Anggaran yang menganggur akibat 
pemberhentian dana BOPDA bagi SMA/SMK per tanggal 1 Januri 2017 bisa 
untuk pembangunan gedung, penambahan fasilitas, dan perenovasian bangunan 
sekolah SD-SMP yang ada di Surabaya. 
2. Upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur wilayah Surabaya agar dapat membantu siswa yang kurang mampu 
di Surabaya. 
3. Upaya pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang mengani pemutusan biaya SPP 
yang harus di bayarkan siswa ke sekolah 
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan program yang terdapat 
RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan dan 
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